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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum  Wr Wb.  

Salam sejahtera, 

Puji syukur kami panjatkan  kehadirat  Tuhan Yang 

Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat,  karunia  

dan  hidayah-Nya  sehingga  tugas  yang diemban  

Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam rangka 

mewujudkan  visi Badan Badan POM RI yaitu Obat 

dan Makanan  Aman Meningkatkan  Kesehatan  

Masyarakat  dan  Daya Saing Bangsa  dapat 

diselesaikan  dan dituangkan  dalam bentuk Laporan 

Kinerja  Balai Besar POM di Bandar Lampung 

Tahun 2019 ini. 

Terselenggaranya  good governance merupakan  prasyarat  yang harus  

dilaksanakan bagi setiap  instansi  pemerintah,  oleh karena itu segala bentuk 

kegiatan harus dapat  dipertanggungjawabkan secara  akuntabel  baik dari segi 

kinerja maupun  keuangan. SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah  merupakan  rangkaian sistematik  dari berbagai  aktivitas,  alat dan  

prosedur  yang dirancang  untuk tujuan  penetapan dan  pengukuran, 

pengumpulan data,  pengklarifikasian,  pengikhtisaran  dan  pelaporan  kinerja 

pada  instansi  pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan 

peningkatan  kinerja instansi pemerintah. 

Sebagai wujud pelaporan implementasi  SAKIP, maka setiap instansi pemerintah  

diwajibkan melaporkan pencapaian Kinerja Instansi berupa Laporan 

Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (LAKIP) yaitu Laporan Kinerja yang 

memberikan  informasi kinerja yang terukur kepada  pemberi mandat  atas  

kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan 

berkesinambungan bagi instansi pemerintah  untuk meningkatkan  kinerja. 

Komitmen Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk melaksanakan 

Reformasi Birokrasi secara konsisten untuk mewujudkan  “Good Governance”.   

Secara  keseluruhan, hasil capaian  kinerja Balai Besar POM di Bandar 

Lampung yang tertuang  dalam Laporan Kinerja ini merupakan  upaya dan 

usaha  pencapaian Sasaran  Kegiatan Balai Besar POM di Bandar Lampung 

yang tertuang dalam 6 sasaran  kegiatan. 

Kami berharap  Laporan Kinerja ini dapat  menjadi media pertanggungjawaban 

bagi Balai Besar POM di Bandar Lampung dan dapat memberikan  kontribusi 

bagi peningkatan  kinerja di masa  mendatang.  

Wassalamu’ alaikum Wr. Wb. 

Bandar Lampung, 10 Februari 2020 

Plt. Kepala Balai Besar POM 

di Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

Drs. Tri Suyarto, Apt 
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RINGKASAN  EKSEKUTIF 

Tahun   2019 merupakan    tahun    terakhir   Renstra   periode tahun   

2015 – 2019. Sesuai   dengan   Rencana   Startegis   periode 2015 – 2019, 

edisi revisi tahun  2018 untuk mendukung misi Badan POM telah  ditetapkan   

6 sasaran kegiatan dan 16 indikator kinerja utama. Kinerja Balai Besar POM di 

Bandar Lampung di tahun 2019 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 

sebelumnya. Dari 6 sasaran kegiatan diperoleh 4 sasaran dengan kriteria “Baik” 

dan 2 sasaran dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.  

Dari 16 indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan untuk pelaksanaan capaian 

sasaran diperoleh : 8 indikator kinerja dengan kriteria “Baik”, 2 indikator kinerja 

dengan kriteria “Sangat Baik”, 1 indikator dengan kriteria “Cukup” , 4 indikator 

kinerja dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” dan 1 indikator kinerja 

dengan nilai “Kurang”. Indikator kinerja dengan kriteria “Kurang” adalah dari 

persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di 

Provinsi Lampung dan persentase sarana distribusi obat yang memenuhi 

ketentuan di Provinsi Lampung. Kedua indikator dengan kriteria “Kurang” 

tersebut perlu terus ditingkatkan pengawasan dan pembinaannya.  

Capaian kinerja yang dilaksanakan Balai Besar POM di Bandar Lampung 

didukung oleh anggaran sebesar Rp. 32.925.185.000,- dengan realisasi sebesar 

Rp. 31.661.635.667,- atau tingkat efektifitas persentase serapan anggaran sebesar 

96,16%. Pelaksanaan kegiatan yang telah berhasil diselesaikan pada tahun 2019 

dengan tingkat efisiensi sasaran kegiatan adalah sebagai berikut ; 

1. Tingkat efisiensi terhadap pagu awal sebelum revisi diperoleh variasi nilai 

– 0,14 s.d 0,65 

2. Tingkat efisiensi terhadap pagu awal setelah revisi diperoleh variasi nilai – 

0,07 s.d 0,75 

3. Nilai rata-rata tingkat efisiensi terhadap pagu sebelum revisi adalah 0,19 

4. Nilai rata-rata tingkat efisiensi terhadap pagu setelah revisi adalah 0,21 

Dari 6 sasaran kegiatan yang dilaksanakan terdapat 2 sasaran kegiatan yang tidak 

efisien yaitu “ Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat 

Terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja 

BBPOM di Bandar Lampung” pada pagu revisi dan “Terwujudnya RB Balai 

Besar POM di Bandar Lampung” pada pagu awal dan revisi sesuai road map RB 

Badan POM periode 2015-2019 dikarenakan reformasi birokrasi yang telah 

dilaksanakan masih kurang optimal.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Azas akuntabilitas adalah salah satu asas penyelenggaraan good 

governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. Azas akuntabilitas mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir 

kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu perwujudan 

akuntabilitas tersebut adalah disusunnya laporan kinerja dalam bentuk laporan 

kinerja. 

Laporan kinerja disusun secara berkala untuk mendukung evaluasi kinerja 

dan dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya 

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Laporan akuntabilitas kinerja 

diperlukan untuk mengetahui kemampuan instansi pemerintah dalam mencapai 

visi, misi, dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 serta sesuai yang diamanatkan 

dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, dan diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah 

yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, 

penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 
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B. Gambaran Umum Organisasi 

Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Badan POM yang berada di Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan 

Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai 

Besar POM di Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis 

operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar 

POM di Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan obat dan makanan 

2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi obat dan makanan 

3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi obat dan makanan 

dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian 

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau 

distribusi obat dan makanan  

5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan  

6. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan 

7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan 

8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di 

bidang pengawasan obat dan makanan. 

9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan 

makanan 

10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat 

dan makanan 

11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
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Secara geografis, provinsi Lampung terletak pada 105o45’ BT sampai 103o 48’ 

BT dan 3o45’ LS sampai 6o45’ LS, yang meliputi areal daratan seluas 35.288,35 

km2, termasuk pulau-pulau kecil pada bagian paling ujung tenggara Pulau 

Sumatera. Provinsi Lampung dibatasi oleh Provinsi Sumatera Selatan dan 

Bengkulu di sebelah utara, selat Sunda di sebelah selatan, Laut Jawa di sebelah 

timur, dan Samudra Indonesia di sebelah barat. 

Secara administratif, provinsi Lampung dibagi menjadi 15 wilayah 

Kabupaten/Kota yang terdiri dari 215 kecamatan dan 2.463 desa. Cakupan 

pengawasan Balai Besar POM di Bandar Lampung meliputi 12 Kabupaten/Kota 

di Provinsi Lampung (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Cakupan  Wilayah  Kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung 

 

Dengan diterbitkannya Peraturan Badan POM No. 12 Tahun 2018, organisasi 

Badan POM diperkuat dengan dibentuknya 40 Loka POM di Kabupaten/Kota 

untuk memantapkan dan memperkuat kinerja Badan POM sebagai Prioritas 

Nasional Bidang Kesehatan tahun 2018. Loka POM di Provinsi Lampung adalah 

Loka POM Kabupaten Tulang Bawang, dengan cakupan wilayah pengawasan 

meliputi Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat (Gambar 

2).
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Gambar 2. Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Tulang Bawang 

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi 

sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas 

pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan 

pengujian obat dan makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, 

informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, koordinasi dan kerja sama di bidang 

pengawasan obat dan makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah 

tangga. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya, 

maka Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang berada di bawah koordinasi Balai 

Besar POM di Bandar Lampung. 

 

C. Aspek Strategis Organisasi 

Balai Besar POM di Bandar Lampung berusaha terus menerus meningkatkan 

kinerjanya agar lebih dirasakan manfaat dan keberadaannya bagi masyarakat 

Lampung. Sebagai acuan untuk melaksanakan pengawasan terhadap obat dan 

makanan di Provinsi Lampung, telah ditetapkan. Rencana Strategis Balai Besar 

POM di Bandar Lampung Tahun 2015-2019 dan telah dilakukan kajiulang pada  

tahun 2018.

1. Kab. Tulang Bawang 

2. Kab. Mesuji 

3. Kab. Tulang Bawang 

Barat 
1 

3 

2 
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Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung memuat indikator 

kinerja dan target yang akan dicapai setiap tahun. Pada tahun 2019 telah dibuat 

pernyataan penetapan kinerja yang ditandatangani oleh  Kepala Balai Besar POM 

di Bandar Lampung dan Kepala Badan POM RI. Penetapan kinerja merupakan 

wujud komitmen dan janji untuk melaksanakan tugas yang efektif, transparan, 

akuntabel dan berorientasi kepada hasil, dalam konteks percepatan reformasi 

birokrasi. 

Pemerintah memberikan perhatian khusus pada pengawasan obat dan 

makanan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

Melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM  RI  mendapatkan  

legitimasi  untuk  memperkuat  kelembagaannya,  setelah  sebelumnya  

diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan 

efektifitas pengawasan obat dan makanan. 

 

C.1 Sumber Daya Manusia 

Balai Besar POM di Bandar Lampung diperkuat dengan 82 orang personel 

dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan terdistribusi dalam 5 bidang 

(Tabel 1). Sementara Loka POM Tulang Bawang memiliki 19 orang personel 

(Tabel 2). 

Tabel 1. Data Pegawai Balai Besar POM di Bandar Lampung Berdasarkan Latar 

Belakang Pendidikan dan Bidang Penempatan 

No Bagian/Bidang S2 Apoteker/ 

Profesi 
S1 Non 

sarjana 
Jumlah 

1 Bagian Tata Usaha 2 2 4 15 23 

2 Bidang Pemeriksaan 3 3 3 5 14 

3 Bidang Penindakan 1 3 3 1 8 

4 
Bidang Informasi dan 

Komunikasi 
2 3 1 0 6 

5 Bidang Pengujian 7 9 6 9 31 

TOTAL 15 20 17 30 82 
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Tabel 2. Distribusi pegawai Loka POM Tulang Bawang 

No Unit Kerja S2 
Apoteker/ 

Profesi 
S1 

Non 

sarjana 
Jumlah 

1 Loka Tulang Bawang 1 6 8 4 19 

TOTAL 1 6 8 4 19 

 

Tabel 3 Kebutuhan Sumber Daya Manusia di BBPOM di Bandar Lampung Berdasar  

Pendidikan  

 

No. UNIT KERJA KEBUTUHAN 
JUMLAH 

PEGAWAI 
SELISIH 

1 Bagian Tata Usaha 25 23 -2 

2 Bidang Pemeriksaan 26 14 -12 

3 Bidang Penindakan 8 8 0 

4 Bidang Infokom 8 6 -2 

5 Bidang Pengujian 48 31 -17 

  JUMLAH 115 82 -33 

 

C.2. Sarana dan Prasarana 

Gedung Balai Besar POM Bandar Lampung berlokasi di Jl. Dr. Susilo    

No. 103-105, Kecamatan  Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, menempati 

lahan seluas 9551 m2, termasuk tanah yang ditempati rumah dinas seluas 500 m2. 

Luas bangunan keseluruhan 3.442 m2, terdiri dari gedung kantor 1.963 m2, 

laboratorium 1.156,5 m2, dan rumah dinas dengan luas 300 m2 serta fasilitas 

ibadah /musholla seluas 36 m2. Status kepemilikan nomor Sertipikat                    

No. 3/PBH/VIII/1985, tanggal 09 Oktober 1985. 

Suplai daya listrik gedung Balai Besar POM di Bandar Lampung dipenuhi dari 

PLN sebesar  197 kVA dan 2 buah generator sebesar masing-masing 100 kVA.  

Sedangkan sumber air berasal dua buah sumur bor dari air tanah yang dibor 

dengan kedalaman ± 50 meter dengan debit air yang cukup. Untuk menunjang 

operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan,tersedia kendaraan roda 4  

sebanyak 11 unit dan roda dua 1 unit dimana kendaraan tersebut selain untuk 

menjalankan fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan 

laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data 

dan meubelair kerja masih terpenuhi, namun untuk pemenuhan kebutuhan luas 

lantai bangunan masih belum terpenuhi.
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Pengujian laboratorium didukung oleh peralatan utama yang mempunyai 

tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai sehingga menghasilkan hasil uji 

yang valid dan dapat dipercaya. Alat tersebut diantaranya Atomic Absorption 

Spectrophotometer (AAS), Liquid Chomatograph-Mass Spectrometer/Mass 

Spectrometer (LC-MS/MS), Inducted Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-

MS), Gas Chromatograph-Flame Ionization Detector (GC-FID), Moisture 

Balance, Gas Chromatograph-Mass Spectrometer, Real Time-PCR, High 

Performance Liquid Chromatograph (HPLC), Spectrophotometer UV-Vis, TLC 

system-Spectrophotodensitometer, Microwave Plasma Atomic Emission 

Spectrophotometer (MPA-ES), Karl Fischer titrator, Kjeldahl Apparatus, 

Furnace, Stomacher, Dissolution Tester, Incubator, Autoclave, Oven, Zone 

Reader, dan Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Inventaris kantor 

yang dimiliki antara lain : computer PC, server, laptop, komputer tablet, LCD, 

sound system, televisi, LED (Multimedia), perlengkapan Video conference,  

handycam, kamera digital, alat absensi elektronik, CCTV, Penghancur Kertas, dan 

Spycam. 

 

C.3. Permasalahan  

Letak Provinsi Lampung yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera 

menjadi pintu gerbang peredaran obat dan makanan dari Pulau Jawa ke Pulau 

Sumatera dan sebaliknya. Hal ini mengakibatkan beragamnya jenis obat dan 

makanan yang beredar di Provinsi Lampung dan meningkatkan risiko 

penyalahgunaan bahan berbahaya yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat. 

Untuk itu diperlukan perkuatan Balai Besar POM di Bandar Lampung di setiap 

bidang tugas, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan perluasan 

jejaring lintas sektor dalam mendukung pengawasan obat dan makanan yang lebih 

kuat, komprehensif, dan berkesinambungan. 

Obat   dan   makanan   merupakan   komoditi  yang  spesifik, baik dari 

segi produksi  maupun  distribusinya. Komoditi ini memiliki nilai ekonomi yang 

tinggi namun disisi lain dengan penggunaan yang tidak tepat berisiko 

membahayakan kesehatan penggunanya. Tingginya nilai ekonomi obat dan 

makanan mendorong sebagian pelaku  usaha  memproduksi dan mendistribusikan 

obat dan makanan dengan mengabaikan kaidah Good Manufacturing Practices
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(GMP) dan Good Distribution Practices (GDP), sehingga produk yang beredar 

tidak sesuai standar. Produksi dan distribusi obat dan makanan yang dinamis sangat 

mempengaruhi penetapan dan penerapan strategi pengawasan secara nasional oleh 

Badan POM dan secara regional di Provinsi Lampung oleh Balai Besar POM di 

Bandar Lampung. Berbagai isu strategis yang mempengaruhi kinerja Balai Besar 

POM di Bandar Lampung selama tahun 2019 antara lain : 

 

A. Keamanan Pangan 

Keamanan  pangan  merupakan  isu strategis nasional. Jaminan  akan keamanan 

pangan y a n g  b e r e d a r  a d a l a h  m u t l a k  d a n  w a j i b  d i p e n u h i .  

Namun demikian, masih ditemukan pangan yang beredar tidak memenuhi 

persyaratan, termasuk mengandung bahan berbahaya. 

Di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung masih   d itemukan 

adanya pangan yang tidak memenuhi ketentuan, di antaranya adalah pangan 

mengandung cemaran mikroba, cemaran logam, cemaran mikotoksin, pangan 

mengandung bahan tambahan pangan melebihi batas yang diizinkan,  pangan 

mengandung bahan berbahaya (rhodamin B, formalin, metanil yellow dan   

boraks), garam dengan kadar iodium dibawah pesyaratan, dan produk pangan 

tanpa izin edar. 

Ditinjau dari keberadaan sarana produksi masih dijumpai pelaku usaha 

yang belum patuh terhadap ketentuan yang berlaku, di antaranya  adanya  sarana  

produksi AMIU yang mengedarkan produknya sebagaimana produk Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK), adanya industri garam yang  masih  belum mempunyai 

izin edar yang  seharusnya  industri garam wajib teregistrasi MD. 

Ditinjau dari keberadaan sarana distribusi masih dijumpai sarana yang 

mengedarkan produk Tanpa Izin Edan (TIE), kemasan rusak, kadaluarsa dan 

mengedarkan produk olahan daging/ikan yang disimpan beku tetapi tidak terdaftar  

di Badan POM.
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B. Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) 

Obat tradisional mengandung bahan kimia obat dan tanpa izin edar masih 

ditemukan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung. Hal tersebut 

salah satunya disebabkan oleh masuknya obat tradisional dari luar Lampung yang 

merupakan sarana produksi ilegal. 

Obat Tradisional yang beredar harus memiliki Izin Edar dan memenuhi kriteria : 

a. Aman sesuai dengan persyaratan 

b. Klaim khasiat dibuktikan berdasarkan empiris 

c. Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. 

Sesuai dengan ketentuan  bahwa obat tradisional dilarang mengandung bahan  

kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat. 

Namun diperedaran masih ditemukan obat tradisional yang mengandung bahan 

kimia obat dan Tanpa Izin Edar. Pengawasan oleh Balai Besar POM di Bandar 

Lampung tahun 2019 telah berhasil melakukan pengamanan obat tradisional 

mengandung bahan kimia obat dan tanpa ijin edar, kosmetik yang mengandung 

bahan berbahaya dan TIE, Pangan TIE yang dimusnahkan pada akhir tahun 2019. 

Ditinjau dari sarana produksi masih dijumpai produsen OT yang pemahaman 

terhadap penerapan CPOTB belum memadai sebagai contoh produsen yang 

memproduksi beberapa  produk  OT namun  yang  didaftarkan  sebagai TR tidak  

semua. Ditinjau dari sarana distribusi  masih dijumpai sarana  yang mengedarkan 

produk TIE dan OT. 

 
C. Kosmetik tidak memenuhi syarat 

Kesepakatan dalam harmonisasi ASEAN di bidang  kosmetik  mengubah  

sistem  pengawasan terhadap produk kosmetik. Sebelum harmonisasi sistem 

yang berlaku adalah registrasi. Pasca harmonisasi sistem yang berlaku adalah 

notifikasi dimana tidak ada lagi uji premarket terhadap produk kosmetik. Oleh 

karena itu perkuatan pengawasan post market ditempuh melalui pemeriksaan   

contoh kosmetik di tingkat produsen hingga distributor. Dengan berlakunya sistem 

notifikasi kosmetik, pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar di 

pasaran harus di tingkatkan baik pengawasan distribusi maupun pengawasan mutu 

 melalui uji laboratorium.
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Hasil pengawasan Balai Besar POM di Bandar Lampung ditinjau dari 

produk beredar selama tahun 2019 diidentifikasi kosmetika tidak memenuhi syarat 

yaitu 4,9 % (TMK Mutu 0,5 % dan TMK Label 4,4 %), termasuk peredaran 

kosmetik tanpa ijin edar. 

 

D. Obat tidak memenuhi syarat 

Hasil pengawasan Balai Besar POM di Bandar Lampung selama  tahun  

2019  terhadap obat  beredar  masih ditemukan obat yang tidak memenuhi syarat 

(TMS). Ditinjau dari sarana distribusi dan pelayanan masih dijumpai sarana 

distribusi dan pelayanan yang belum memenuhi persyaratan Cara Distribusi   Obat   

yang Baik (CDOB) dan peraturan terkait dikarenakan tingkat kepatuhan yang 

masih rendah. 

Salah satu faktor pemenuhan CDOB adalah proses penyimpanan dan 

pendistribusian, sehingga bila klausul ini tidak terpenuhi akan terjadi penurunan  

mutu dari produk obat yang disimpan. Perlu juga diwaspadai  produk obat yang 

beredar melalui proses pengadaan oleh Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang 

diadakan dalam jumlah yang besar sehingga memungkinkan adanya supplier 

mengabaikan jaminan mutu produk obat terutama untuk Cold Chain Product. 

 

E. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan banyak produk obat dan 

makanan dari luar negeri yang membanjiri pasar dalam negeri termasuk  Provinsi 

Lampung. Kebijakan tersebut akan memberikan dampak terbesar terhadap 

keberlangsungan usaha UMKM termasuk Industri Rumah Tangga Pangan  

(IRTP). Balai Besar POM di Bandar Lampung melaksanakan tugasnya dalam 

pengawasan produk spesifik daerah yang sebagian besar masih  dalam  bentuk  

industri rumah tangga (IRTP) yang mana kondisinya masih banyak yang belum 

menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).  Kondisi tersebut  

merupakan  tantangan bagi petugas Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk 

meningkatkan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai institusi 

yang berwenang melakukan pembinaan terhadap sarana (IRTP), dengan harapan 

pelaku usaha IRTP dapat meningkatkan kualitas produksinya sehingga meningkat 

pula  kualitas produknya  yang akan  meningkatkan  daya saing mereka di pasar 
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Indonesia khususnya dan pasar ASEAN pada  umumnya dan di daerah akan 

memiliki peran  penting  dalam  meningkatkan  daya  saing produk-produk IRTP 

di wilayah provinsi Lampung. 

 

F. Penerapan Reformasi Birokrasi yang belum optimal di Balai Besar 

POM Bandar Lampung 

Permasalahan strategis selanjutnya adalah komitmen dalam pelaksanaan  

reformasi birokrasi pemerintahan yang masih harus selalu ditingkatkan sebagai 

perkuatan institusi yang selaras dengan Badan POM sebagai organisasi  induk  

dan berkomitmen  dengan  pemerintah pusat   dalam   mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu masih juga diperlukan 

upaya untuk meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di  

Bandar Lampung untuk dapat menyelenggarakan akuntabilitas kinerja dengan 

efektif dan efisien. 

Adanya perubahan paradigma pengawasan obat dan makanan dari watch 

dog control yang reaktif menjadi proactive control,  maka  pengawasan terhadap  

pelaku usaha dilakukan dengan berbasis risiko yang lebih fokus kepada upaya 

preventif serta melalui komunikasi risiko strategis, meningkatkan pembinaan dan   

bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam  

memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk obat dan makanan,  

meningkatkan  kemitraan dengan lintas sektor dan pelaku usaha, serta peningkatan 

partisipasi publik melalui penyebaran informasi. 

Semua  hal  tersebut  menjadi  permasalahan  khususnya di wilayah kerja 

Balai Besar  POM di Bandar  Lampung dalam  mewujudkan  penguatan  sistem  

pengawasan obat dan   makanan   untuk   meningkatkan   kemandirian   dan daya 

saing para pelaku usaha dalam rangka melindungi masyarakat Provinsi 

Lampung.
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D. Struktur Organisasi 

Balai Besar POM di Bandar Lampung dipimpin oleh Kepala Balai Besar 

POM  dan terdiri dari 1 bagian serta 5 bidang tugas sesuai Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Organisasi BBPOM di Bandar Lampung. 
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Struktur organisasi Loka POM  di Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas : 

1. Kepala Loka POM 

2. Kelompok Jabatan Fungsional (Gambar 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 sudah 

memasuki periode ke tiga yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional III (RPJMN) 2015 – 2019. Sesuai amanah Undang-Undang 

No.17 tahun 2007, pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya 

pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan 

masyarakat, bangsa dan negara, untuk  melaksanakan tugas mewujudkan tujuan   

nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional yang 

mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta 

strategi untuk mencapainya. 

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan salah satu lembaga non 

departemen yang diamanahkan mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan di 

Bidang Kesehatan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Balai Besar POM di 

Bandar Lampung menyusun prioritas progam aksi. 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

Sasaran strategis disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang 

ingin dicapai oleh BBPOM di Bandar Lampung, dengan mempertimbangkan 

tantangan masa depan dan sumberdaya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM 

di Bandar Lampung. Dalam RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, BBPOM di 

Bandar Lampung diharapkan dapat mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan 

melalui penetapan kinerja dan dijabarkan dalam program pengawasan obat dan 

makanan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan obat dan makanan di 

Balai Besar POM di Bandar Lampung.
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MISI TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

Meningkatkan 
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1. Indeks Pengawasan 

obat dan makanan di 

wilayah kerja 

BBPOM Bandar 

Lampung 
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3. Persentase obat 

Tradisional yang 

memenuhi syarat di 

Provinsi Lampung 

4. Persentase Kosmetik 
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5. Persentase Suplemen 

Kesehatan yang 

memenuhi syarat di 

Provinsi Lampung 

6. Persentase Makanan 

yang memenuhi 

syarat di Provinsi 

Lampung 
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kemandirian pelaku 

usaha dalam 

memberikan 

jaminan keamanan 

obat dan makanan 

serta memperkuat 
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saing obat dan 
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(compliance index) 

pelaku usaha di 

bidang obat dan 

makanan di wilayah 

kerja BBPOM 
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Besar POM di 

Bandar Lampung 
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1. Indeks pengetahuan 

masyarakat terhadap 

obat dan makanan 

aman di wilayah 

kerja BBPOM 

Bandar Lampung 



 

18  
 

  Meningkatnya 

efektifitas 

pengawasan Obat 

dan Makanan 

berbasis risiko di 

Provinsi Lampung 

1. Persentase 

pemenuhan 

pengujian sesuai 

standar di Provinsi 

Lampung 

2. Persentase sarana 

produksi obat dan 

makanan yang 

memenuhi ketentuan 

di wilayah kerja 

BBPOM Bandar 

Lampung 

3. Persentase sarana 

distribusi obat yang 

memenuhi ketentuan 

di wilayah kerja 

BBPOM Bandar 

Lampung 

4. Persentase 

keputusan penilaian 

sertifikasi yang 

diselesaikan tepat 

waktu di Provinsi 

Lampung 

5. Rasio tindak lanjut 

hasil pengawasan 

obat dan makanan 

yang dilaksanakan di 

wilayah kerja 
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roadmap RB BPOM 

2015-2019 

1. Nilai AKIP 

BBPOM di 

Bandar 

Lampung 

Dari indikator-indikator kinerja tersebut di atas, ditetapkan sebagai Indikator 

Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Bandar  Lampung adalah sebagai berikut: 

1. Persentase obat yang memenuhi syarat 

2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat 

3. Persentase  kosmetik yang memenuhi syarat 

4. Persentase suplemen makanan yang memenuhi syarat 

5. Persentase makanan  yang memenuhi syarat 

6. Tingkat kepuasan masyarakat.
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Dalam dokumen RPJMN 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan 

Presiden Nomor 2 Tahun 2015, disebutkan salah satu tantangan yang dihadapi 

dalam pembangunan terkait pengawasan obat dan makanan adalah perlunya 

peningkatan kualitas dan kapasitas produksi sesuai standard Cara Pembuatan yang 

Baik Good Manufacturing Practices (GMP), Obat dan Makanan terdistribusi 

dengan baik, dan sampai di tangan konsumen dengan keamanan, khasiat/manfaat, 

dan mutu yang terjaga. Untuk memperkuat tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat 

dan Makanan di atas maka diterbitkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 

dan dikuti dengan diterbitkannya Peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2018 

tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika 

perubahan yang sangat cepat, menuntut Balai Besar POM dapat melakukan 

evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Secara garis besar, lingkungan 

strategis yang bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandar 

Lampung terdiri atas 2 (dua) isu mendasar, yaitu kesehatan dan globalisasi. Sistem 

Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

merupakan isu kesehatan yang harus berjalan selaras dengan fungsi Balai Besar 

POM di Bandar Lampung dalam rangka menjamin ketersediaan obat yang aman, 

berkhasiat dan bermutu sampai di tangan pasien. Isu globalisasi terkait dengan 

perdagangan bebas, komitmen internasional, post MDGs 2015, perubahan iklim 

dan demografi. Isu-isu tersebut saling terkait satu dengan yang lain. 

Dalam rangka menyikapi perubahan dinamika kondisi lingkungan strategis 

maka perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap Rencana Strategis. Penyusunan 

Rencana Strategis dan indikator BBPOM di Bandar Lampung yang baru untuk 

menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis. Sebelum dilakukan 

penyusunan Rencana strategis, perlu dilakukan pemetaan terhadap sasaran 

strategis yang akan dicapai oleh BBPOM di Bandar Lampung. 

Peta sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi 4 

perspektif dan 7 sasaran strategis yang tertuang dalam Peta Strategi BSC LEVEL 0 

BPOM RI (Gambar 2.1) dan di Tingkat Balai diturunkan menjadi Peta Strategi 

BSC LEVEL II untuk Balai Besar POM di Bandar Lampung (Gambar 5). 
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Gambar 5. Peta strategi BSC Level 0 Badan POM RI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Peta Strategi BSC  Level II BBPOM di Bandar Lampung. 
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Peta Strategi Balai Besar POM di Bandar Lampung pada hirarkinya 

merupakan peta strategi level II dengan sasaran strategisnya disebut sebagai 

sasaran kegiatan sesuai dengan OTK. 

Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

1. Terwujudnya Obat dan Makanan 

yang aman dan bermutu di 

Provinsi Lampung 

Indeks pengawasan obat dan makanan di 

wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung 

Persentase obat yang memenuhi syarat di 

Provinsi Lampung 

Persentase obat tradisional yang memenuhi 

syarat di Provinsi Lampung 

Persentase kosmetik yang memenuhi syarat 

di Provinsi Lampung 

Persentase suplemen kesehatan yang 

memenuhi syarat di Provinsi Lampung 

Persentase pangan yang memenuhi syarat di 

Provinsi Lampung 

2. Meningkatnya kepatuhan pelaku 

usaha dan kesadaran masyarakat 

terhadap keamanan, manfaat dan 

mutu Obat dan Makanan di 

wilayah kerja BBPOM di 

Bandar Lampung 

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku 

usaha di bidang obat dan makanan di 

wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung 

Indeks kesadaran masyarakat (awareness 

index) terhadap obat dan makanan aman 

3. Meningkatnya pengetahuan 

maryarakat terhadap Obat dan 

Makanan aman di wilayah kerja 

BBPOM di Bandar Lampung 

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap 

obat dan makanan aman di wilayah kerja 

BBPOM di Bandar Lampung 

4. Meningkatnya efektifitas 

pengawasan Obat dan Makanan 

berbasis risiko di wilayah kerja 

BBPOM di Bandar Lampung 

Persentase pemenuhan pengujian sesuai 

standar di Provinsi Lampung 

Persentase sarana produksi obat dan 

makanan yang memenuhi ketentuan di 

wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung 

Persentase sara distribusi obat yang 

memenuhi ketentuan di wilayah kerja 

BBPOM di Bandar Lampung 

Persentase keputusan penilaian sertifikasi 

yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi 

Lampung 

Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat 

dan makanan yang dilaksanakan di wilayah 

kerja BBPOM di Bandar Lampung 

5. Meningkatnya efektifitas 

penyidikan tindak pidana Obat 

dan Makanan di wilayah kerja 

BBPOM di Bandar Lampung 

Persentase perkara yang diselesaikan hingga 

tahap II di wilayah kerja BBPOM di Bandar 

Lampung 

6. Terwujudnya RB BBPOM di 

Bandar Lampung sesuai road 

map Badan POM 2015-2019 

Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung 
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B. PERENCANAAN KINERJA 2015-2019 

1. Rencana Kinerja Tahunan 

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat perlu disusun rencana dan strategi organisasi yang berupa arah 

kebijakan untuk mencapai tujuan atau sasaran strategis yang dilaku- kan secara 

terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. 

Adapun arah dan kebijakan Balai Besar POM di Bandar Lampung yang 

akan dilaksanakan pada periode 2015 – 2019 : 

1. Penguatan kewenangan dan kapasitas Balai Besar POM di Bandar 

Lampung untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan 

tindak lanjut hasil pengawasan. 

2. Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri obat dan makanan dalam 

rangka peningkatan daya saing. 

3. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan 

obat dan makanan. 

4. Pengaturan penegakan hukum untuk kejahatan. 

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai Besar POM di 

Bandar Lampung merumuskan strategi sebagai berikut: 

a. Penguatan regulasi dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan. 

b. Penguatan kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung. 

c. Revitalisasi pelayanan publik Balai Besar POM di Bandar Lampung. 

d. Revitalisasi sistem manajemen informasi obat dan makanan. 

e. Revitalisasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan 

obat dan makanan. 

f. Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam sistem pengawasan 

terpadu. 

g. Revitalisasi laboratorium pengawasan obat dan makanan. 

h. Revitalisasi komunikasi publik.
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Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan 

obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2015-

2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai 

berikut:  

1. Program Teknis 

Program Pengawasan Obat dan Makanan 

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama 

Balai Besar   POM di Bandar Lampung dalam menghasilkan 

standardisasi dalam pemenuhan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu 

obat dan makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar 

pengawasan, penilaian obat dan makanan sesuai standar, pengawasan 

terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, 

sampling dan pengujian obat dan makanan beredar, penegakan 

hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku 

kepentingan. 

2. Program Generik 

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

lainnya. 

b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. 

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Besar 

POM di Bandar Lampung. 

Strategi untuk melaksanakan rencana kinerja tahunan meliputi strategi Internal 

dan Eksternal, yaitu:  

Internal : 

1. Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja 

individu/pegawai; 

2. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta 

diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; 

3. Meningkatkan kapasitas SDM pengawas lebih proporsional dan akuntabel; 

4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama 

dalam mendukung tugas pengawas obat dan makanan.
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Eksternal :  

1. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan 

Makanan; 

2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan 

Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan; 

 

2. Perjanjian Kinerja Tahunan 

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka 

BBPOM di Bandar Lampung sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun 

Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah 

(Kepala BBPOM di Bandar Lampung) dengan pemberi amanah (Kepala Badan 

POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja 

aparatur di tampilkan dalam Gambar 7a sampai 7c. 
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Gambar  7a. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
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Gambar  7b. Sasaran dan Indikator Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7b. Sasaran dan Indikator Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

(Lanjutan)
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Gambar  7c. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2019
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Gambar  7c. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (Lanjutan) 
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Gambar  7c. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (Lanjutan) 
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NO                               SASARAN KEGIATAN                                                              INDIKATOR KINERJA                                   TARGET 

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur 

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya 

yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk 

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata 

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar 

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, 

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan 

sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. 

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program pengawasan obat dan 

makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2019 sesuai DIPA nomor 

SP-DIPA-063.01.2.432850/2019 tanggal 31 Desember 2019, sebesar                   

Rp 32.925.185.000. Realisasi 31.780.171.644. 

 

C. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR 

Untuk mengukur tingkat pencapaian indikator Sasaran Strategis ditetapkan 

kriteria sebagai berikut (modifikasi dari Monev Bappenas, PP 39 tahun 2005), 

ditampilkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kriteria Capaian Target Kinerja 

Kriteria 
Kemen 

PAN RB 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 
Tahun 2018 Tahun 2019 

Memuaskan X > 100% 
100% < x 

≤ 125% 

100% < x 

≤ 125% 

100% < x 

≤ 125% 

100% < x ≤ 

125% 
 

Sangat 

Kurang 
     x< 50 

Kurang X ≤ 60% X < 75% X < 75% X > 125% X < 75% 50 - < 70% 

Cukup 
60% < x ≤ 

90% 

75% ≤ x < 

90% 

75% ≤ x < 

90% 

75% ≤ x < 

90% 

75% ≤ x < 

90% 
70 - < 90% 

Baik 
90% < x ≤ 

110% 

90% ≤ x < 

100% 
100% 100% 100% 90 - <110% 

Sangat Baik 
60% < x ≤ 

90% 

75% ≤ x < 

90% 

75% ≤ x < 

90% 

75% ≤ x < 

90% 
100 – 125% 110 – 120% 

Tidak dapat 

disimpulkan 
 X > 125% X > 125% X > 125% X > 125% X > 120% 
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Definisi operasional IKU yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing 

indikator ditampilkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Definisi Operasional IKU Tahun 2019 

INDIKATOR DEFINISI CARA PERHITUNGAN 
Indeks Pengawasan 

Obat dan Makanan di 

Wilayah kerja 

BB/BPOM di.. 

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan 

Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran 

untuk menilai tingkat efektivitas 

kinerja pengawasan Obat dan 

Makanan yang dilakukan oleh BPOM 

yang akan diukur menggunakan 3 

(tiga) dimensi yaitu pemerintah, 

masyarakat, dan pelaku usaha. 

Indeks POM dihitung 

menggunakan metodologi 

statistik dan Analitycal 

Hierarchy Process (AHP) untuk 

pembobotan indikator kinerja 

pembentuk indeks. 

 

Indeks ini dihitung berdasarkan 

capaian kinerja BPOM pada 

tahun n-1 

Persentase Obat  yang 

memenuhi syarat di 

Provinsi Lampung 

 

 

Definisi tahun 2018 & 2019 

a. Yang dimaksud dengan obat adalah 

obat bebas, obat bebas terbatas, obat 

wajib apotek, obat keras, psikotropika 

dan narkotika (tidak termasuk OT) 

termasuk rokok 

b. Sampling (kriteria dan target) 

dilakukan terhadap obat beredar 

berdasarkan Keputusan Kepala BPOM 

tentang Pedoman Sampling dan 

Pengujian Obat dan Makanan Tahun 

berjalan. 

c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi 

Syarat, meliputi: 

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal 

termasuk palsu 

2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 

3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan 

pengujian, atau 

4) Tidak memenuhi ketentuan 

label/penandaan 

d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, 

maka tidak dilakukan pengujian. 

e. Jika ditemukan sampel Obat yang 

TMS ilegal atau TMS 

rusak/kedaluwarsa atau TMS 

pengujian dan/atau TMK 

label/penandaan maka dihitung 1 

sampel TMS 

% Obat TMS = (sampel Obat 

yang TMS ilegal atau TMS 

rusak/kedaluwarsa atau TMS 

pengujian dan atau TMK 

label/penandaan) dibagi total 

sampling x 100% 

  

  

 %Obat MS = 100% - %Obat 

TMS 
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Persentase Obat 

Tradisional yang 

memenuhi syarat di 

Provinsi Lampung 

Defenisi tahun 2018 & 2019 

a. Yang dimaksud dengan Obat 

Tradisional adalah jamu, obat herbal 

terstandar, dan fitofarmaka. 

b. Sampling (kriteria dan target) 

dilakukan terhadap Obat Tradisional 

beredar berdasarkan Keputusan 

Kepala BPOM tentang Pedoman 

Sampling dan Pengujian Obat dan 

Makanan Tahun berjalan. 

c. Kriteria Obat Tradisioanal Tidak 

Memenuhi Syarat, meliputi: 

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal 

termasuk palsu 

2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 

3) Tidak memenuhi syarat 

berdasarkan pengujian, atau 

4) Tidak memenuhi ketentuan 

label/penandaan 

d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, 

maka tidak dilakukan pengujian. 

e. Jika ditemukan sampel Obat 

Tradisional yang TMS ilegal atau 

TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS 

pengujian dan/atau TMK 

label/penandaan maka dihitung 1 

sampel TMS 

% Obat Tradisional TMS = 

(sampel Obat Tradisional yang 

TMS ilegal atau TMS 

rusak/kedaluwarsa atau TMS 

pengujian dan atau TMK 

label/penandaan) dibagi total 

sampling x 100% 

 

 

%Obat Tradisional MS = 100% - 

%Obat Tradisional TMS 

Persentase Suplemen 

Kesehatan yang 

memenuhi syarat di 

Provinsi Lampung 

Defenisi tahun 2018 & 2019 

a. Sampling (kriteria dan target) 

dilakukan terhadap Suplemen 

Kesehatan beredar berdasarkan 

Keputusan Kepala BPOM tentang 

Pedoman Sampling dan Pengujian 

Obat dan Makanan Tahun berjalan. 

b. Kriteria Suplemen Kesehatan 

Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal 

termasuk palsu 

2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 

3) Tidak memenuhi syarat 

berdasarkan pengujian, atau 

4) Tidak memenuhi ketentuan 

label/penandaan 

c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, 

maka tidak dilakukan pengujian. 

d. Jika ditemukan sampel Suplemen 

Kesehatan yang TMS ilegal atau 

TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS 

pengujian dan/atau TMK 

label/penandaan maka dihitung 1 

sampel TMS 

% Suplemen Kesehatan TMS = 

(sampel Suplemen Kesehatan 

yang TMS ilegal atau TMS 

rusak/kedaluwarsa atau TMS 

pengujian dan atau TMK 

label/penandaan) dibagi total 

sampling x 100% 

 

%Suplemen Kesehatan MS = 

100% - %Suplemen Kesehatan 

TMS 
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Persentase 

Kosmetik yang 

memenuhi syarat 

di Provinsi 

Lampung 

Definisi tahun 2018 

a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari 

BPOM 

b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan 

melalui pengujian laboratorium. 

c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan 

pedoman sampling Obat dan Makanan. 

 

Definisi tahun 2019 

a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan 

terhadap Kosmetik beredar berdasarkan 

Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman 

Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan 

Tahun berjalan. 

b. Kriteria Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat, 

meliputi: 

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk 

palsu 

2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 

3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan 

pengujian, atau 

4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan 

c. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak 

dilakukan pengujian. 

d. Jika ditemukan sampel Kosmetik yang TMS 

ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS 

pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka 

dihitung 1 sampel TMS 

Definisi tahun 2019 

% Kosmetik TMS = (sampel 

Kosmetik yang TMS ilegal atau 

TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS 

pengujian dan atau TMK 

label/penandaan) dibagi total 

sampling x 100% 

 

%Kosmetik MS = 100% - 

%Kosmetik TMS 

Indeks kepatuhan 

(compliance 

index) pelaku 

usaha di bidang 

Obat dan 

Makanan di 

wilayah kerja 

BBPOM di 

Bandar Lampung 

Kepatuhan merupakan suatu bentuk 

keberterimaan dalam melaksanakan berbagai 

aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan 

Makanan. 

Pelaku usaha obat dan makanan mencakup 

produsen, distributor, importir, eksportir, 

pemilik sarana produksi dan distribusi, 

pedagang besar dan kecil yang memproduksi 

dan atau memperjualbelikan obat dan makanan 

Variabel penyusun indeks antara lain: 

1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan 

Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP) 

2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan 

Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP) 

3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, 

narkotika, psikotropika dan prekusor yang 

memenuhi ketentuan. 
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Indeks kesadaran 

masyarakat 

(awareness index) 

terhadap Obat dan 

Makanan aman di 

wilayah kerja 

BBPOM di Bandar 

Lampung 

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: 

• Pengetahuan (Knowledege) bertujuan 

untuk menggali sejauh mana pengetahuan 

dan pemahaman masyarakat dalam memilih 

serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. 

Seberapa baik pemahaman masyarakat 

dalam memilih serta mengkonsumsi Obat 

dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat 

dilihat juga sejauh mana informasi dan atau 

pengaruh sumber media informasi terhadap 

pemahaman masyarakat. 

• Sikap (Attitude) untuk menggali sikap 

masyarakat dalam memilih serta 

mengkonsumsi obat  dan makanan yang 

beredar saat ini, termasuk peredaran obat 

atau obat tradisional palsu. Selanjutnya 

dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam 

memilih serta mengkonsumsi obat & 

makanan yang benar. Ditambahkan pula 

penilaian masyarakat terhadap Badan POM 

yang memiliki tugas pokok dalam 

mengawasi peredaran Obat dan Makanan. 

• Perilaku (Practices) untuk mengetahui 

perilaku masyarakat dalam memilih serta 

mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan 

benar. Kemudian bagaimana dukungan 

masyarakat terhadap program Badan POM. 

Untuk menghitung indeks 

kesadaran masyarakat dilakukan 

metodologi survei pada tahun 

2019. 

Persentase pemenuhan 

pengujian sesuai 

standar di Provinsi 

Lampung 

a. Standar adalah Pedoman Sampling dan 

Pengujian Obat dan Makanan Tahun 

berjalan 

 

b. Pemenuhan pengujian adalah sampel 

yang diuji dengan parameter uji kriitis 

(wajib) yang tercantum dalam standar 

terhadap sampel yang harus diuji. 

Persentase pemenuhan 

pengujian sesuai standar = 

(Jumlah sampel yang diuji 

dengan parameter uji yang 

tercantum dalam standar dibagi 

sampel yang harus diuji) x 

100% 

 

cth: sampel yang disampling 

100, sampel yang harus diuji 80, 

pada pelaksanaanya sampel 

yang diuji dengan parameter uji 

adalah 75, maka persentase 

pemenuhan pengujian sesuai 

standar adalah = 75/80*100%= 

93,75% 

 

usulan diskusi Target 2019 = 

95,00% 

justifikasi: mempertimbangkan 

adanya alat rusak dan 

reagen/MA yang tidak tersedia 
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Persentase sarana 

produksi Obat dan 

Makanan yang 

memenuhi 

ketentuan di 

wilayah kerja 

BBPOM di Bandar 

Lampung 

- Sarana Produksi Obat 

Sarana produksi Obat adalah 

sarana produksi obat, bahan baku 

obat, produk biologi dan sarana 

khusus (misalnya: unit transfusi 

darah, fasilitas radiofarmaka, 

laboratorium sel punca dan rumah 

sakit). 

- Memenuhi ketentuan adalah 

tidak ada temuan kritikal pada 

saat dilakukan pemeriksaan dan 

tindaklanjutnya berupa Perbaikan. 

- Tidak Memenuhi Ketentuan 

apabila pada saat dilakukan 

pemeriksaan ditemukan temuan 

kritikal. 

- Sarana Produksi OT 

Sarana produksi Obat Tradisional 

mencakup IOT, UKOT dan 

UMOT 

- Untuk sarana produksi IOT 

tidak memennuhi ketentuan 

apabila ditemukan temuan kritis 

atau  lebih dari 5  temuan major. 

- Untuk sarana UKOT dan 

UMOT tidak memenuhi 

ketentuan apabila ditemukan 

kritis atau sanitasi higien major. 

- Sarana produksi kosmetik 

mencakup Industri Kosmetik 

golongan A dan B 

- TMK apabila ditemukan temuan 

kritis atau  lebih dari 5 temuan 

major 

- Sarana produksi Suplemen 

Kesehatan mencakup IOT, UKOT 

(GMP),  Industri Farmasi (Fasber) 

dan Industri Pangan tidak 

memenuhi ketentuan apabila 

ditemukan temuan kritis atau 

lebih dari 5 temuan major. 

- Sarana Produksi Pangan 

Sarana produksi pangan 

mencakup sarana produksi MD 

dan IRTP/UMKM 

- TMK untuk sarana produksi 

pangan MD adalah yang 

memperoleh rating C dan D. 

- TMK untuk sarana produksi 

IRTP/UMKM adalah yang 

memperoleh level 3 dan 4. 

Nilai Persentase:  (Jumlah Sarana 

produksi Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan dibagi target 

jumlah sarana produksi Obat dan 

Makanan yang diprioritaskan 

berdasarkan kajian risiko untuk 

diperiksa) x 100%. 

 

Catatan: 

Jumlah sarana produksi Obat dan 

Makanan yang diperiksa harus 

sama dengan jumlah sarana 

produksi Obat dan Makanan yang 

diprioritaskan. 
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Persentase sarana 

distribusi Obat yang 

memenuhi ketentuan 

di wilayah kerja 

BBPOM di Bandar 

Lampung 

a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri 

atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi 

farmasi kabupaten/kota) dan sarana 

pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi 

farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat 

berizin). 

b. Sarana yang diperiksa setiap tahun 

ditetapkan berdasarkan kriteria 

Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan 

Sarana Distribusi Obat. 

c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa 

adalah sarana distribusi yang diperiksa 

dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus 

d. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana 

distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan 

tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, 

penghentian sementara kegiatan dan 

rekomendasi pencabutan izin. 

e.  Acuan pemberian tindak lanjut 

berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Nilai Persentase:  (Jumlah 

Sarana distribusi diperiksa 

yang memenuhi ketentuan 

dibagi jumlah sarana 

distribusi yang diperiksa) x 

100%. 

 

Persentase keputusan 

penilaian sertifikasi 

yang diselesaikan 

tepat waktu di 

Provinsi Lampung 

Tahun 2018 

a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 

- surat hasil pemeriksaan atau 

- surat rekomendasi atau 

- surat pemberhentian proses penilaian 

sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen 

Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam 

pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam 

rangka sertifikasi CDOB, penerbitan 

SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan 

Pangan Olahan. 

b. yang dimaksud tepat waktu adalah tidak 

melewati timeline yang telah ditentukan dari 

surat permohonan diterima hingga 

diterbitkan keputusan penilaian. 

Tahun 2019 (setelah sistem OSS) 

a.Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 

-Surat rekomendasi pendaftaran produk 

pangan dalam rangka mendapatkan nomor 

izin edar 

-Surat rekomendasi pemenuhan aspek 

CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB 

-Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB 

dalam rangka pendaftaran produk kosmetik 

-Surat hasil pemeriksaan importir 

kosmetik/obat tradisional/suplemen 

kesehatan dalam rangka pendaftaran produk 

impor OT, Kos, SK 

- Surat rekomendasi pemenuhan aspek 

CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam 

rangka pendaftaran poduk OT 

b. yang dimaksud tepat waktu adalah tidak 

melewati timeline yang telah ditentukan dari 

surat permohonan diterima hingga 

diterbitkan keputusan penilaian. 

Nilai Persentase: 

(keputusan penilaian 

sertifikasi pada tahun 

berjalan dan carry over 

tahun sebelumnya yang 

diselesaikan tepat waktu 

dibagi jumlah permohonan 

penilaian sertifikasi pada 

tahun berjalan) x 100%. 
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Rasio tindak lanjut 

hasil pengawasan 

Obat dan makanan 

yang dilaksanakan 

di wilayah kerja 

BBPOM di Bandar 

Lampung 

Rasio tindak lanjut hasil pengawasan 

Obat dan makanan yang 

dilaksanakan 

di wilayah kerja BBBPOM di… 

Rasio tindak lanjut hasil pengawasan 

Obat dan makanan yang dilaksanakan 

di wilayah kerja BB/BPOM di… = 

(Jumlah tindak lanjut/feedback dari 

pelaku usaha dan instansi terkait 

dibagi Jumah rekomendasi hasil 

pengawasan yang diterbitkan oleh 

Balai kepada pelaku usaha dan  

instansi terkait)x100% 

Persentase perkara 

yang diselesaikan 

hingga tahap II di 

wilayah kerja 

BBPOM di Bandar 

Lampung 

a. Perkara adalah kasus yang 

ditindaklanjuti secara pro justitia 

berdasarkan hasil gelar kasus. 

b. Tahap II adalah perkara yang telah 

diselesaikan hingga tahap 

penyerahan tersangka dan barang 

bukti 

Nilai %:  (jumlah perkara tahap2 

tahun n dan tahun sebelumnya) 

dibagi (Total perkara ditahun n dan 

tahun sebelumnya) x 100%. 

Nilai AKIP BBPOM 

di Bandar Lampung 

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil 

dari penilaian/evaluasi yang 

dilakukan oleh Inspektorat Utama 

BPOM atas impelementasi  Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah BB/BPOM yang 

dilakukan oleh setiap BB/BPOM. 

Rentang Nilai Evaluasi AKIP terdiri 

dari: 

1. AA (sangat memuaskan), dengan 

skor > 90 - 100 

2. A (memuaskan), dengan skor > 80 

- 90 

3. BB (sangat baik), dengan skor > 70 

- 80 

4. B (baik), dengan skor > 60 - 70 

5. CC (cukup/memadai), dengan skor 

> 50 - 60 

6. C (kurang), dengan skor > 30 - 50 

7. D (sangat kurang) dengan skor 0 – 

30 



 

50 
 



 

40 
 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Balai Besar 

POM di Bandar Lampung tahun 2015-2019 edisi revisi Tahun 2018,  Penetapan 

Kinerja tahun 2019 Balai Besar POM di Bandar Lampung memuat 6 (enam) 

sasaran kegiatan sesuai peta strategi OTK baru. Pencapaian sasaran kegiatan  

Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2019  atau tahun ke lima dari periode 

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2015-2019 adalah 

sesuai Tabel 7. 

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Sesuai Peta Strategi 

NO SASARAN KEGIATAN 
%                 

CAPAIAN 
KRITERIA 

1 
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu 

di Provinsi  Lampung 
106,01 BAIK 

2 

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran 

masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat 

dan Makanan di  Provinsi Lampung 

95,72 BAIK 

3 
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat 

dan Makanan aman di Provinsi  Lampung 
125,31 

TIDAK DAPAT 

DISIMPULKAN 

4 
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan 

berbasis risiko di Provinsi  Lampung 
108,8 BAIK 

5 
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat 

dan Makanan di Provinsi  Lampung 
127,28 

TIDAK DAPAT 

DISIMPULKAN 

6 
Terwujudnya RB  BB POM di Bandar Lampung sesuai 

roadmap RB BPOM 2015 – 2019 
91,27 BAIK 

 

Pencapaian sasaran kegiatan di atas diukur menggunakan 16 indikator kinerja 

utama, yaitu: 

1.  Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar 

Lampung. 

2.  Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung. 

3.  Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung. 

4.  Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung.
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5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syaratdi Provinsi Lampung. 

6.  Persentase Makanan yang Memenuhi Syaratdi Provinsi Lampung. 

7.  Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan 

Makanan di wilayah Provinsi Lampung. 

8.  Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah 

Provinsi Lampung. 

9. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan Makanan 

aman di wilayah Provinsi Lampung. 

10.  Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Lampung. 

11.  Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di 

wilayah Provinsi Lampung. 

12. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah 

Provinsi  Lampung. 

13.  Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di 

Provinsi  Lampung. 

14.  Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan 

di wilayah kerja  BB POM di Bandar Lampung. 

15. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja  BB 

POM di Bandar Lampung. 

16. Nilai AKIP  BB POM di Bandar Lampung. 
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Secara lengkap pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel  di bawah ini : 

Tabel 8.  Pencapaian Sasaran dan Kriteria 

INDIKATOR KINERJA TARGET 
'% 

REALISASI 

'% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Indeks Pengawasan Obat dan 
Makanan di Provinsi   

Lampung 

71 68,60 96,42 BAIK 

Persentase Obat yang 

Memenuhi Syarat di Provinsi 

Lampung 

96 88,87 92,57 BAIK 

Persentase Obat Tradisional 

yang Memenuhi Syaratdi 

Provinsi  Lampung 

60 79,59 132,65 
TIDAK DAPAT 

DISIMPULKAN 

Persentase Kosmetik yang 

Memenuhi Syaratdi Provinsi  
Lampung 

83 93,25 112,35 SANGAT BAIK 

Persentase Suplemen 

Kesehatan yang Memenuhi 

Syaratdi Provinsi  Lampung 

87 95,42 109,68 BAIK 

Persentase Makanan yang 

Memenuhi Syaratdi Provinsi  

Lampung 

75 69,30 92.40 BAIK 

Indeks kepatuhan (compliance 

index) pelaku usaha di bidang 

Obat dan Makanan di  wilayah 
kerja  BB POM di Bandar 

Lampung 

61 54,30 89,02 CUKUP 

Indeks kesadaran masyarakat 

(Awareness Indeks) terhadap 

Obat dan Makanan aman 

66 67,6 102,42 BAIK 

Indeks pengetahuan 

masyarakat terhadap Obat dan 
Makanan aman di wilayah 

kerja  BB POM di Bandar La 

Mpung 

61 76,44 125,31 
TIDAK DAPAT 
DISIMPULKAN 

Persentase pemenuhan 

pengujian sesuai standar di 

Provinsi  Lampung 

100 99,82 99,82 BAIK 

Persentase sarana produksi 

Obat dan Makanan yang 
memenuhi ketentuan di 

Provinsi  Lampung 

54 37,5 69,44 KURANG 

Persentase sarana distribusi 

Obat yang memenuhi 

ketentuan di Provinsi  

Lampung 

56 86,31 154,13 
TIDAK DAPAT 

DISIMPULKAN 

Persentase keputusan 

penilaian sertifikasi yang 
diselesaikan tepat waktu di 

Provinsi  Lampung 

83 94,16 113,45 SANGAT BAIK 

Rasio tindak lanjut hasil 

pengawasan Obat dan 

Makanan yang dilaksanakan 

di Provinsi  Lampung 

47 50,38 107,19 BAIK 

Persentase perkara yang 

diselesaikan hingga tahap II di 
Provinsi  Lampung 

50 63,64 127,28 
TIDAK DAPAT 

DISIMPULKAN 

Nilai AKIP  BB POM di 
Bandar Lampung 

81 73,93 91,27 BAIK 
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Pada capaian indikator kinerja utama terdapat satu indikator dengan kriteria 

kurang sehingga perlu adanya upaya perbaikan agar pada tahun berikutnya 

pencapaian target tersebut dapat ditingkatkan. Penjelasan mengenai kendala 

pencapaian dan upaya perbaikan untuk pencapaian target dapat dilihat pada 

penjelasan indikator kinerja sasaran kegiatan dibawah ini. 

 

1. INDEKS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH 

PROVINSI LAMPUNG 

 

A. Perbandingan Target dan Realisasi  Tahun 2019 

Realisasi dan capaian target indeks pengawasan obat dan makanan di wilayah 

Provinsi Lampung berdasarkan  laporan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan 

terkait pengukuran kinerja utama BPOM tahun 2019  adalah sebesar 68,60%.  Nilai 

tersebut masih di bawah target indikator kinerja utama. Namun demikian, hasil 

perhitungan capaian kinerja indeks pengawasan obat dan makanan di wilayah 

provinsi Lampung sebesar 96,62 % sehingga disimpulkan kriteria Baik (Tabel 9).  

 

Tabel 9.  Target dan Realisasi Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah 

Provinsi Lampung Tahun 2019 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

IKU (%) 
REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 
KRITERIA 

Indeks Pengawasan Obat 

dan Makanan di Provinsi   

Lampung 

71 68.60 96.42 BAIK 

 

Tidak tercapainya target indeks pengawasan obat dan makanan di wilayah 

Provinsi Lampung di antaranya disebabkan oleh masih rendahnya beberapa 

parameter pengawasan yang dilaporkan dari  Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, 

serta laporan kinerja hasil pengawasan lain yang relevan pada tahun 

sebelumnya. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan dihitung menggunakan 

metodologi statistik dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk 

pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.
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B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 

 

Realisasi dan capaian indeks pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi 

Lampung tahun 2019 lebih kecil daripada realisasi dan capaian tahun 2018  sesuai 

Gambar 8.  Hal ini berkaitan dengan berubahnya target indeks kinerja utama Balai 

tahun 2018 dan 2019, yaitu naik dari 70 menjadi  71.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik realisasi dan capaian indeks pengawasan obat dan makanan di Provinsi 

Lampung tahun 2018 dan 2019. 
 

C. Perbandingan Realisasi Indeks Pengawasan Obat dan Makanan  tahun 

2019 terhadap Standar Badan POM RI dan Balai Lain yang Sejenis/ 

Setara 

 

Perbandingan realisasi indeks pengawasan obat dan makanan tahun 2019 

terhadap standar Badan POM RI, Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM 

di DKI Jakarta, dan Balai Besar POM di Manado ditampilkan pada Gambar 9 

Realisasi indeks pengawasan obat dan makanan Balai Besar POM di Bandar 

Lampung masih berada di bawah indeks pengawasan obat dan makanan  Balai Besar 

POM di Padang, DKI Jakarta, dan Manado. Untuk itu diperlukan perkuatan 

pengawasan obat dan makanan yang lebih intensif sehingga dicapai indeks 

pengawasan obat dan makanan yang memenuhi target.
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Gambar 9.  Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengawasan Obat dan Makanan tahun 

2019 terhadap Standar Badan POM  RI dan Balai lain yang Sejenis/Setara 

 

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 

 

Kurangnya capaian indeks pengawasan obat dan makanan ini disebabkan oleh 

tidak tercapainya beberapa realisasi pada tahun sebelumnya, diantaranya pada 

Laporan Tahunan dan Lakip tahun 2018 terdapat nilai cukup yaitu pada Indeks 

Pengawasan Obat dan Makanan, Persentase Obat  Tradisional yang Memenuhi 

Syarat, Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan, Persentase 

pemenuhan pengujian sesuai standard, Persentase Sarana Distribusi Obat yang 

Memenuhi Ketentuan, Persentase Perkara yang Diselesaikan hingga Tahap II dan 

Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung. Nilai kurang terdapat pada Persentase 

Makanan yang Memenuhi Syarat, Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan 

yang memenuhi ketentuan.
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E. Analisisi Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 

Pencapaian Kinerja 
 

Pada tahun 2018, hasil pengujian produk makanan yang tidak memenuhi 

syarat meningkat signifikan. Sampel yang tidak memenuhi syarat sebagian besar 

adalah sampel yang yang berasal dari sampel pangan rutin dan sampel fortifikasi 

garam beryodium dan fortifikasi vitamin A. Hasil pengujian garam berkontribusi 

sangat besar terhadap hasil tidak memenuhi syarat. Rincian parameter uji TMS 

yaitu penetapan kadar pewarna makanan dan pemanis siklamat yang melebihi 

batas yang ditetapkan pada makanan ekstrudat dan keripik, enzim diastase dan 

HMF pada madu, vitamin A dalam minyak goreng, logam dan asam folat pada 

tepung terigu, KIO3 pada garam, protein pada keju. Sarana produksi obat dan 

makanan beberapa masih belum memenuhi Good Manufacturing Practices (GMP).  

 

F. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya  

 

Beberapa hal yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi 

tahun sebelumnya : 

1. Inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dalam 

pemenuhan cara produksi dan cara distribusi yang baik sudah dilakukan 

secara intensif. 

2. Koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan terkait dan pelaku 

usaha dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat telah 

dilaksanakan. 

3. Meningkatkan sosialisasi pemahaman CDOB dengan Dinas Kesehatan, 

Pelaku Usaha, Organisasi Profesi. 

4. Meningkatkan monitoring CAPA melalui kegiatan Desk CAPA terhadap 

sarana yang diinspeksi. 

5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan 

edukasi.
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2. PERSENTASE OBAT YANG  MEMENUHI SYARAT DI PROVINSI 

LAMPUNG 
 

A. Perbandingan Target dan Realisasi  Tahun 2019 

Realisasi dan capaian pengawasan obat dengan hasil memenuhi syarat yang 

beredar di Provinsi Lampung terhadap target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 

Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2019 ditampilkan dalam Tabel 10.  

 
Tabel 10. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 

Tahun 2019 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

IKU (%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 
KRITERIA 

Persentase Obat yang 

Memenuhi Syarat di 

Provinsi Lampung 

96 88,87 92,57 BAIK 

 

Realisasi hasil pengawasan obat dengan hasil memenuhi syarat lebih kecil 

dibandingkan target yang telah ditetapkan. Namun demikian hasil tersebut tidak 

serta merta dapat disimpulkan sebagai kekurangan dalam pengawasan karena 

capaian yang diperoleh masih dalam kriteria Baik dengan persentase sebesar 

92,57% .  

 

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 

 

Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian obat memenuhi syarat di 

tahun 2018, hasil perhitungan realisasi dan capaian pada tahun 2019 mengalami 

penurunan seperti pada Gambar 10. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor, di antaranya : 

a. Target tahun 2019 lebih tinggi daripada target tahun 2018. 

b. Persentase jumlah obat memenuhi syarat sepanjang 2019 dihitung tidak hanya 

berdasarkan hasil uji laboratorium namun juga memperhitungkan sampel obat 

tanpa izin edar, rusak/kedaluarsa, dan tidak memenuhi syarat penandaan 

sekaligus tidak memenuhi syarat pengujian, sedangkan pada tahun 2018 kaidah 

ini baru diterapkan sejak triwulan III pengawasan. 

c. Jumlah sampel obat yang tidak memenuhi ketentuan penandaan mengalami 

peningkatan.
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Gambar 10.  Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 

di Provinsi Lampung Tahun 2019 terhadap Tahun 2018. 

 

C. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 terhadap Standar Badan 

POM RI dan Balai Lain yang Sejenis/Setara 

 

 

Gambar 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di 

Provinsi Lampung tahun 2019  terhadap Standar Badan POM RI dan Balai 

Lain yang Sejenis/Setara. 
 

Berdasarkan Gambar 11, persentase realisasi tahun 2019 lebih rendah jika 

dibandingkan dengan target nasional tahun 2019 Badan POM RI. 
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D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 

 

1. Sesuai dengan definisi operasional tahun 2019 kriteria obat yang tidak 

memenuhi syarat adalah tanpa izin edar (TIE), kedaluwarsa, TMS hasil uji 

dan TMK penandaan. Pada tahun 2019, jumlah sampel obat yang tidak 

memenuhi ketentuan penandaan meningkat tajam menjadi 70 sampel yang 

berasal dari targeted sampling (13 sampel) dan random sampling (27 

sampel). TMK Penandaan menjadi penyebab terbesar hasil obat  yang tidak 

memenuhi syarat yaitu sebesar 88,57%, TMS hasil uji sekaligus TMK 

penandaan 4,29%, TMS hasil uji 2,86%, rusak 2,86% dan kedaluwarsa 1,43 

%. TMK penandaan yang ditemukan disebabkan karena tidak tercantumnya 

keterangan interaksi obat pada brosur. 

2. Meningkatnya presentase obat yang tidak memenuhi syarat didukung 

dengan meningkatnya sarana distribusi obat yang tidak memenuhi syarat. 

 

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 

Pencapaian Kinerja 

 

Upaya-upaya yang sudah dilakukan terkait hal tersebut di atas antara lain: 

1. Evaluasi penandaan yang dilakukan oleh petugas Balai, hasilnya dilaporkan 

secara SIPT kepada Pusat untuk dilakukan evaluasi. Pada pelaporan tersbut 

juga dismapiakan rekomendasi sehingga diharapkan evaluator Pusat dapat 

mengambil keputusan dan tindak lanjut terkait hasil evaluasi penandaan 

tersebut. 

2. Terkait hasil pengujian TMS Pemerian dan Penetapan Kadar kemungkinan 

produk TMS tersebut belum diperlakukan sesuai CDOB (Cara Distribusi 

Obat yang Baik). 
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F. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya  

 

Dari hasil capaian indikator obat yang memenuhi syarat direkomendasikan 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Mengharapkan feed back terhadap laporan temuan TMK, meliputi TMS Hasil 

Uji dan TMK Penandaan label dari Balai yang tindak lanjutnya merupakan 

kewenangan Badan POM (Kedeputian I).  

b. Menindaklanjuti dengan cara melakukan inspeksi khusus terhadap sarana 

distribusi obat atau pelayanan dimana produk tersebut diperoleh, apabila 

diduga penyebab hasil TMK adalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan CDOB. 

 

3. PERSENTASE OBAT TRADISIONAL YANG MEMENUHI SYARAT DI 

PROVINSI LAMPUNG 
 

A. Perbandingan Target dan Realisasi  Tahun 2019 

    Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Obat Tradisional yang 

Memenuhi Syarat Tahun 2019 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET IKU 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 
KRITERIA 

Persentase Obat 

Tradisional yang 

Memenuhi Syarat di 

Provinsi Lampung 

60 79,59 132,65 
TIDAK DAPAT 

DISIMPULKAN 

 

Jika dibandingkan antara realisasi dengan target, maka dapat diperoleh persentase 

capaian obat tradisional memenuhi syarat sebesar 132,65% dengan kriteria Tidak 

dapat disimpulkan. Nilai capaian yang diperoleh sangat tinggi karena realisasi 

jauh lebih tinggi daripada target. Jumlah sampel obat tradisional yang memenuhi 

syarat lebih tinggi daripada yang diperkirakan karena telah diterapkannya 

Peraturan Badan POM No. 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Keamanan 

Mutu Obat Tradisional. Di dalam peraturan tersebut, persyaratan mengenai batas 

maksimal angka lempeng total dan angka kapang khamir pada sampel obat 

tradisional serbuk menjadi lebih longgar jika dibandingkan dengan peraturan 

terdahulu. Batas maksimal angka lempengan total telah diubah dari maksimal 104 

k/g menjadi maksimal 5 x 107 k/g. Sedangkan batas maksimal angka kapang 

khamir berubah dari maksimal 103  k/g menjadi maksimal 5 x 105 k/g.  Persyaratan 
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yang semakin longgar mengakibatkan sampel yang pada tahun sebelumnya tidak 

memenuhi syarat uji mikrobiologi menjadi memenuhi syarat pada pengujian tahun 

2019. 

 

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 

 

Gambar 12. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat 

Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2019 terhadap 

Tahun 2018 

Berdasarkan Gambar 12, realisasi dan capaian obat tradisional yang 

memenuhi syarat meningkat jika dibandingkan terhadap realisasi dan capaian 

tahun 2018, bahkan capaian tahun 2019 meningkat sangat tinggi sehingga 

termasuk kategori tidak dapat disimpulkan oleh karena faktor yang tidak dapat 

dikendalikan, yaitu perubahan peraturan tentang Persyaratan dan Keamanan Mutu 

Obat Tradisional tentang uji mikrobiologi sebagaimana telah dibahas pada bagian 
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C. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 terhadap Standar Badan 

POM RI dan Balai Lain yang Sejenis/Setara 

 

Berdasarkan Gambar 13  berikut, obat tradisional yang memenuhi ketentuan 

polanya meningkat, persentase capaian tahun 2019 melebihi target nasional Badan 

POM RI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi 

tahun 2019 Syarat terhadap Standar Badan POM RI dan Balai Lain yang 

Sejenis/Setara. 

 

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah 

Dilakukan 

Perubahan Peraturan Badan POM No. 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan 

Keamanan Mutu Obat Tradisional mengenai batas maksimal angka lempeng total 

dan angka kapang khamir pada sampel obat tradisional serbuk menjadi lebih 

longgar jika dibandingkan dengan peraturan terdahulu. Batas maksimal angka 

lempeng total telah diubah dari maksimal 104  k/g menjadi maksimal 5 x 107 k/g. 

Sedangkan batas maksimal angka kapang khamir berubah dari maksimal  103  k/g 

menjadi maksimal 5 x 105 k/g.  Persyaratan yang semakin longgar mengakibatkan 

sampel yang pada tahun sebelumnya tidak memenuhi syarat uji mikrobiologi 

menjadi memenuhi syarat pada pengujian tahun 2019. Hal ini menyebabkan 

realisasi  dan capaian meningkat dengan tajam meskipun jumlah sampel yang 

tidak memenuhi ketentuan penandaan juga mengalami peningkatan.
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E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 

Pencapaian Kinerja 

 

Upaya-upaya yang sudah dilakukan terkait hal tersebut di atas antara lain: 

1. Melakukan pelaporan secara rutin setiap bulan hasil evaluasi penandaan 

kepada Kedeputian II agar hasilnya dapat ditindaklanjuti. 

2. Terkait hasil pengujian TMS kemungkinan produk TMS tersebut belum 

diperlakukan sesuai CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang 

Baik). 

  

F. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya 

 

Dari hasil capaian indikator obat tradisional yang memenuhi syarat 

direkomendasikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Mengharapkan feed back terhadap laporan temuan TMK, meliputi TMS 

Hasil Uji dan TMK Penandaan label dari Balai yang tindak lanjutnya 

merupakan kewenangan Badan POM (Kedeputian II).  

b. Menindaklanjuti dengan cara melakukan inspeksi khusus terhadap sarana 

produksi dan distribusi obat tradisional dimana produk tersebut diperoleh, 

apabila diduga penyebab hasil TMK adalah ketidakpatuhan terhadap 

ketentuan CPOTB. 

 

4. PERSENTASE KOSMETIK YANG MEMENUHI SYARAT DI 

PROVINSI LAMPUNG 

 

A. Perbandingan Target dan Realisasi  Tahun 2019 

Tabel 12. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Kosmetik yang Memenuhi 

Syarat tahun 2019 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET IKU 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 
KRITERIA 

Persentase Kosmetik 

yang Memenuhi Syarat 

di Provinsi Lampung 

83 93,25 112,35 
SANGAT 

BAIK 

Jumlah sampel diuji 785 sampel, dengan hasil memenuhi syarat 732 dan tidak 

memenuhi syarat 53, dengan rincian 28 TIE, 3 kedaluwarsa, 4 TMS uji 

laboratorium, 17 TMK penandaan dan 1 TMK Penandaan sekaligus TMS uji 

laboratorium. Capaian tahun 2019 sebesar 112,35% dengan kriteria Sangat Baik.
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B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 

 

Sesuai Gambar 14 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kosmetik yang 

Memenuhi Syarat Tahun 2019 terhadap Tahun 2018. 

 
Gambar 14 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Kosmetik yang Memenuhi 

Syarat Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 

 

Persentase realisasi kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2019 menurun jika 

dibandingkan terhadap realisasi tahun 2018. Namun demikian, capaian pada tahun 

2019 meningkat dibandingkan dengan tahun 2018. 

 

C. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 terhadap Standar Badan 

POM RI dan Balai Lain yang Sejenis/Setara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15.  Perbandingan Realisasi Kinerja Persenstase Kosmetik yang 

Memenuhi tahun 2019 Syarat terhadap Standar Badan POM 

RI dan Balai   Lain yang Sejenis/Setara.
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Berdasarkan Gambar 15 di atas, kosmetik yang memenuhi syarat polanya 

meningkat, persentase realisasi tahun 2019 melebihi target nasional Badan POM 

RI. 

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan 

 

Persentase capaian kosmetik yang memenuhi syarat termasuk kategori sangat 

baik, hal ini menunjukkan kosmetik yang beredar di Provinsi Lampung telah 

memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan. 

 

C. Analisisi Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 

Pencapaian Kinerja 

 

Upaya-upaya yang sudah dilakukan terkait hal tersebut di atas antara lain: 

1. Melakukan pelaporan secara rutin setiap bulan hasil evaluasi penandaan 

kepada Kedeputian II agar hasilnya dapat ditindaklanjuti. 

2. Terkait hasil pengujian TMS kemungkinan produk TMS tersebut belum 

diperlakukan sesuai CPKB (Cara Produksi Kosmetik yang Baik). 

 

F. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya 
 

Dari hasil capaian indikator kosmetik yang memenuhi syarat direkomendasikan 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Mengharapkan feed back terhadap laporan temuan TMK, meliputi TMS 

Hasil Uji dan TMK Penandaan label dari Balai yang tindak lanjutnya 

merupakan kewenangan Badan POM (Kedeputian II).  

2. Menindaklanjuti dengan cara melakukan inspeksi khusus terhadap sarana 

produksi dan distribusi kosmetik dimana produk tersebut diperoleh, apabila 

diduga penyebab hasil TMK adalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan 

CPKB.
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5. PERSENTASE SUPLEMEN KESEHATAN YANG MEMENUHI 

SYARAT  DI PROVINSI  LAMPUNG 

 

A. Perbandingan Target dan Realisasi  Tahun 2019 

Tabel 13.  Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Suplemen Kesehatan yang 

Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung Tahun 2019 
 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET IKU 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 
KRITERIA 

Persentase Suplemen 

Kesehatan yang 

Memenuhi Syarat di 

Provinsi Lampung 

87 95,42 109,68 BAIK 

 

Jumlah sampel diuji 131 sampel, dengan hasil memenuhi syarat 125 dan tidak 

memenuhi syarat 6, dengan rincian 6 TMK penandaan. Capaian tahun 2019 

sebesar 109,68% dengan kriteria Baik. 

 

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 

 

Gambar 16. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Suplemen Kesehatan yang 

Memenuhi Syarat Tahun 2019 terhadap Tahun 2018. 

 

Berdasarkan Gambar 16, persentase realisasi persentase suplemen kesehatan yang 

memenuhi syarat tahun 2019 meningkat dibandingkan terhadap realisasi tahun 

2018.  Namun demikian, capaian pada tahun 2019 menurun dibandingkan dengan 

tahun 2018.
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C. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 terhadap Standar Badan 

POM RI dan Balai Lain yang Sejenis/Setara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang 

Memenuhi tahun 2019 Syarat terhadap Standar Badan POM RI dan Balai 

Lain yang Sejenis/Setara. 

 

Berdasarkan Gambar 17 di atas, suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan 

polanya meningkat, persentase capaian tahun 2019 melebihi target nasional Badan 

POM RI. 

 

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan 
 

Persentase capaian suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi 

Lampung masuk kategori baik. Selama tahun 2019, tidak ditemukan adanya TMS 

hasil uji. Hal ini menandakan sarana produksi dan distribusi telah menerapkan 

GMP dengan konsisten, namun demikian masih perlu ditingkatkan karena masih 

ditemukan TMK Penandaan sejumlah 6 sampel. 

 

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 

Pencapaian Kinerja 

 

Untuk mendukung pengawasan suplemen kesehatan yang beredar di Provinsi 

Lampung, BBPOM di Bandar Lampung telah melakukan pelaporan secara rutin 

setiap bulan hasil evaluasi penandaan terhadap suplemen kesehatan kepada 

Kedeputian II Badan POM agar hasilnya dapat ditindak lanjuti.
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F. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan 

Kinerja Periode Sebelumnya 

 

Sebagai upaya menjaga konsistensi capaian persentase suplemen kesehatan yang 

memenuhi syarat, maka BBPOM di Bandar Lampung telah meningkatkan upaya 

intensifikasi terhadap pengawasan peredaran suplemen kesehatan tanpa izin edar 

dan/atau yang tercantum dalam public warning Badan POM, intensifikasi pengawasan 

penerapan GMP terhadap sarana produksi suplemen kesehatan, dan telah meningkatkan 

koordinasi dengan pihak terkait. 

 

6. PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT  DI PROVINSI 

LAMPUNG 

 

A. Perbandingan Target dan Realisasi  Tahun 2019 

Tabel 14. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di 

Provinsi Lampung Tahun 2019 
 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET IKU 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 
KRITERIA 

Persentase Makanan 

yang Memenuhi Syarat 

di Provinsi Lampung 

75 69,30 92,40 BAIK 

 

Jumlah sampel diuji 772 sampel, dengan hasil memenuhi syarat 535 dan tidak 

memenuhi syarat 237, dengan rincian untuk targeted sampel 5 TIE, 41 TMS uji 

laboratorium, dan 39 TMK Penandaan dan TMS Uji laboratorium. Sedangkan untuk 

random sempling 3 TIE, 32 TMS uji laboratorium, 26 TMK Penandaan dan TMS, serta 

91 TMK Penandaan. Capaian tahun 2019 sebesar 92,40% dengan kriteria Baik.
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B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 

 

 
 

Gambar 18.  Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan 

yang Memenuhi Syarat Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 
 

Berdasarkan Gambar 18, persentase realisasi dan capaian persentase makanan 

yang memenuhi syarat tahun 2019 meningkat dibandingkan terhadap realisasi dan 

capaian tahun 2018. 

 

C. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 terhadap Standar Badan 

POM RI dan Balai Lain yang Sejenis/Setara 

 
 

Gambar 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang 

Memenuhi tahun 2019 Syarat terhadap Standar Badan POM 

RI dan Balai Lain yang Sejenis/Setara. 

Berdasarkan Gambar 19 di atas, makanan yang memenuhi syarat polanya 

meningkat, persentase realisasi tahun 2019 dibawah target nasional Badan POM 

RI dan realisasi Balai lain yang sejenis/setara.
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D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan 

 

Persentase capaian makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Lampung 

masuk kategori baik disebabkan oleh adanya penurunan jumlah sampel makanan 

yang tidak memenuhi syarat sejumlah 239 sampel pada tahun 2018 menjadi 237 

sampel pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa makanan yang beredar di 

provinsi lampung sebagian besar sudah memenuhi ketentuan. 

 

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 

Pencapaian Kinerja 

 

Upaya-upaya yang sudah dilakukan terkait hal tersebut di atas antara lain: 

1. Intensifikasi kegiatan sosialisasi terkait pangan aman tidak hanya di kota 

Bandar Lampung, namun sampai ke Kabupaten/Kota se-Provinsi 

Lampung. 

2. Melakukan pelaporan secara rutin setiap bulan hasil evaluasi penandaan 

kepada Kedeputian III agar hasilnya dapat ditindaklanjuti. 

  

F. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya 

 

Dari hasil capaian indikator makanan yang memenuhi syarat 

direkomendasikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Mengharapkan feed back terhadap laporan temuan TMK, meliputi TMS 

Hasil Uji dan TMK Penandaan label dari Balai yang tindak lanjutnya 

merupakan kewenangan Badan POM (Kedeputian III).  

b. Menindak lanjuti dengan cara melakukan inspeksi khusus terhadap sarana 

produksi dan distribusi makanan dimana produk tersebut diperoleh, 

apabila diduga penyebab hasil TMK adalah ketidakpatuhan terhadap  

ketentuan CPPOB.
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7. INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA DI BIDANG OBAT DAN 

MAKANAN DI PROVINSI LAMPUNG 

 

A.  Perbandingan Target dan Realisasi  Tahun 2019 

Tabel 15. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks kepatuhan (compliance index) 

pelaku usaha di bidang obat dan makanan di Provinsi Lampung Tahun 2019 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

IKU (%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 
KRITERIA 

Indeks kepatuhan 

(compliance index) 

pelaku usaha di bidang 

obat dan makanan di 

Provinsi Lampung 

61 54,30 89,02 CUKUP 

 

Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan di Provinsi Lampung 

dengan capaian 89,02% dengan kriteria Cukup. Hal ini mengindikasikan masih 

perlunya peningkatan pembinaan implementasi GMP dan GDP kepada pelaku 

usaha. 

 

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 

 

Gambar 20. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kepatuhan 

Pelaku Usaha di Bidang Obat dan MakananTahun 2019 

terhadap Tahun 2018 

Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan di Provinsi Lampung 

dengan capaian 89,02% dengan kriteria Cukup. Hal ini mengindikasikan masih 

perlunya peningkatan pembinaan implementasi GMP dan GDP kepada pelaku 

usaha.



 

62 

 

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Nasional 

(Target Badan POM)/ Balai Lain yang Sejenis/Setara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepatuhan Pelaku 

Usaha di Bidang Obat dan Makanan tahun 2019 terhadap 

Standar Badan POM RI dan Balai Lain yang 

Sejenis/Setara 

Jika dibandingkan dengan target Nasional dan Balai Besar POM lain yang 

setara,realisasi kinerja Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang obat dan 

makanan di Provinsi Lampung masih rendah. Untuk itu perlu dilakukan upaya 

peningkatan pembinaan kepada pelaku usaha secara intensif dan kerjasama 

dengan instansi terkait. 

 

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan 

 

Persentase capaian indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan 

makanan di Provinsi Lampung sebesar 89,02% masuk kategori cukup. Capaian 

tahun 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang 

sebesar 84,45%.  

Hal tersebut disebabkan semakin meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam 

memenuhi CPPOB (cara produksi pangan olahan yang baik) dan semakin 

efektifnya pembinaan terhadap pelaku usaha obat dan makanan. 



 

63 

 

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 

Pencapaian Kinerja 

 

Upaya-upaya yang sudah dilakukan terkait hal tersebut di atas antara lain: 

1. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan memberikan bimtek 

peningkatan kemampuan UMKM dan petugas daerah di kabupaten/ kota 

serta melakukan sosialisasi peraturan terkait pangan kepada petugas daerah, 

PTSP dan petugas balai 

2. Pada saat melakukan inspeksi ke sarana, petugas juga melakukan pembinaan 

terkait ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku kepada 

pelaku usaha 

3. Kegiatan Desk CAPA terhadap sarana-sarana yang tidak memenuhi 

ketentuan, sehingga pelaku usaha segera memperbaiki ketidaksesuaian 

terhadap CPPOB. Setelah dilakukan perbaikan diharapkan penerapan 

CCPOB semakin sesuai. 

 

F. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya 

 

1. Badan POM sudah menyediakan DAK (dana alokasi khusus) untuk 

beberapa kabupaten/kota. Alokasi DAK tersebut kedepannya bisa untuk 

seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan 

kualitas sarana P-IRT 

2. Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha obat dan makanan yang ada di 

Provinsi Lampung. 
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8. INDEKS KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP OBAT DAN 

MAKANAN AMAN DI PROVINSI LAMPUNG 

 

A. Perbandingan Target dan Realisasi  Tahun 2019 

 
tabel 16. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kesadaran (Awareness Index) 

Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman di Provinsi Lampung Tahun 

2019 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

IKU (%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 
KRITERIA 

Indeks kesadaran (Awareness 

index) masyarakat terhadap 

obat dan makanan aman di 

Provinsi Lampung Tahun 

2019 

66 67,60 102,42 BAIK 

 

Indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan di Provinsi Lampung 

dengan capaian 102,42% dengan kriteria Baik. Hal ini mengindikasikan bahwa 

masyarakat di Provinsi Lampung sudah dapat memilih obat dan makanan yang 

bermutu, aman, berkhasiat, memiliki izin edar dan produk yang tidak kadaluarsa. 

 

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Nasional 

(Target Badan POM)/ Balai Lain yang Sejenis/Setara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap 

Obat dan Makanan tahun 2019 terhadap Target Badan POM/Balai Besar 

Lain yang Setara. 
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Realisasi indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan di Provinsi 

Lampung mendekati target nasional. Jika dibandingkan dengan Balai Besar lain 

yang setara Indeks Kesadaran masyarakat di Provinsi Lampung berada di posisi 

ketiga. Indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan dihitung dengan 

memperhatikan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam implementasi 

komponen KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa). Berdasarkan 

hasil kajian Badan POM nilai pengetahuan dan sikap masyarakat cukup baik 

namun tidak didukung dengan perilaku masyarakat dalam implementasi 

komponen KLIK. 

 

C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan 

 

Indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan di Provinsi 

Lampung memperoleh capaian kinerja 102,42% dengan kriteria Baik, hal ini 

berarti KIE  tentang obat dan makanan aman, bermutu dan berkhasiat cukup 

berhasil.  

Rekomendasi Perbaikan Kinerja  

Meskipun capaian kinerja indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan 

makanan di Provinsi Lampung mendapat kriteria Baik namun secara nasional 

realisasi indeks tersebut masih di bawah standar. Untuk itu diperlukan 

peningkatan KIE melalui berbagai media. 

 

9. INDEKS PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP OBAT DAN 

MAKANAN AMAN DI PROVINSI LAMPUNG 
 

A. Perbandingan Target dan Realisasi  Tahun 2019 
Tabel 17. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengetahuan Masyarakat  

Terhadap Obat dan Makanan di Provinsi Lampung Tahun 2019 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

IKU (%) 

REALISASI 

(%) 
CAPAIAN (%) KRITERIA 

Indeks pengetahuan 

masyarakat  terhadap 

obat dan makanan di 

Provinsi Lampung 

61 76,44 125,31 
TIDAK DAPAT 

DISIMPULKAN 

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman adalah nilai 

indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan. 

Tujuan survei itu adalah mengukur tingkat pengetahuan masyarakat tentang
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keamanan obat dan makanan serta menidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh 

untuk rekomendasi perbaikan program kerja Badan POM ke depan. 

Indeks pengetahuan bertujuan untuk menggali tingkat pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan, 

sehingga dapat diketahui sejauh mana informasi atau sumber media informasi 

terhadap pemahaman masyarakat. Pelaksana survei Pengetahuan masyarakat 

dilakukan adalah PRKOM dengan metode survei. Indeks dihitung berdasarkan 

capaian kinerja BPOM pada tahun 2019. 

Berdasarkan hasil survei indeks pengetahuan masyarakat diperoleh nilai 

76,44 sehingga persentase capaian Indeks Peningkatan Pengetahuan Masyarakat 

terhadap Obat dan Makanan Aman di Provinsi Lampung untuk tahun 2019 

sebesar 125,31% atau kategori tidak dapat disimpulkan. 

 

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 

 

Gambar 23.Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Pengetahuan 

Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di Provinsi 

Lampung tahun 2019 terhadap tahun 2018 

Berdasarkan Gambar 23 di atas, persentase capaian indeks  pengetahuan 

masyarakat terhadap obat dan makanan aman di Provinsi Lampung terjadi 

peningkatan pada tahun 2019 dibandingkan terhadap 2018. Berdasarkan data 

tersebut di atas, persentase capaian tahun 2019 melebihi target renstra tahun 2015-

2019 Balai Besar POM di Bandar Lampung.
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C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Nasional 

(Target Badan POM)/ Balai Lain yang Sejenis/Setara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24.  Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap 

Obat dan Makanan Aman di Provinsi Lampung Tahun 2019 terhadap Target 

Nasional (Target Badan POM)/Balai Lain yang Sejenis/Setara. 

 

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah 

dilakukan 

 

Persentase capaian meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan 

makanan man di Provinsi Lampung mencapai 125,31% dengan kategori “tidak 

dapat disimpulkan”. Tidak dapat disimpulkannya capaian peningkatan 

pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan makanan aman di Provinsi Lampung 

ini disebabkan target IKU yang terlalu kecil.
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Faktor-faktor yang menyumbang tingginya realisasi dan capaian tersebut 

disebabkan oleh antara lain : 

1. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 6 layanan 

2. Penyebaran Informasi, KIE di area CFD, dan Pameran langsung sejumlah 

77 kegiatan, Sosialisasi/ Advokasi Kepada Lintas Sektor 9 kegiatan, talk 

show radio dan televisi sebanyak 13 kegiatan, KIE melalui media sosial  

438 kali, kunjungan anak sekolah sebanyak 20 kali, narasumber di instansi 

lain sebanyak 17 kegiatan. 

3. Komunitas yang diberdayakan sejumlah 15 komunitas.  

4. Desa pangan aman Jumlah 3 desa dan pengawalan sebelumnya sejumlah   

3 desa. 

5. Kader keamanan pangan desa yang dilatih sejumlah 52 orang, fasilitator 

pasar aman dari bahan berbahaya sejumlah 26 orang. 

6. Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya sejumlah 

1 Pasar dan Pasar yang diintervensi keamanan pangan 6 Pasar. 

 

Rekomendasi 

1. KIE di media sosial masih secara umum, belum spesifik kepada akun 

penjualan obat dan makanan terkait baik legal maupun illegal. Untuk itu 

perlu intensifikasi pelaksanaan KIE terhadap pelaku usaha obat dan 

makanan secara daring. 

2. BIdang Infokom perlu mendapatkan informasi terkait sarana/akun pelaku 

usaha obat dan makanan maupun produk obat dan makanan yang beredar 

secara daring maupun konvensional dari bidang yang melakukan 

pengawasan, misalnya bidang pemeriksaan atau pun bidang penindakan, 

sehingga dapat dilkakukan KIE secara lebih efektif.  

3. Perlu inovasi tentang pelayanan pemeriksaan sarana oleh balai dalam 

rangka registrasi secara daring. 

4. Tidak lanjut hasil pengawasan ditingkatkan. 

5. Target sampling sesuai Pedoman Sampling yang ditetapkan Badan POM 

tidak mudah dipenuhi karena keadaan di lapangan kurang representatif.
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10. PERSENTASE PEMENUHAN PENGUJIAN SESUAI STANDAR  DI 

PROVINSI LAMPUNG 

 

A. Perbandingan Target dan Realisasi  Tahun 2019 

Tabel 18. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai 

Standar di Provinsi Lampung Tahun 2019 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

IKU (%) 

REALISASI 

(%) 
CAPAIAN (%) KRITERIA 

Persentase Pemenuhan 

Pengujian sesuai Standar 

di Provinsi Lampung 

100 99.82 99.82 BAIK 

 

Jumlah sampel diuji 2709 sampel, dengan hasil memenuhi standar pengujian 

yaitu memenuhi parameter kritis sejumlah 2704.  Capaian tahun 2019 sebesar 

99,82% dengan kriteria Baik. 

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25.Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pemenuhan 

Pengujian sesuai Standar di Provinsi Lampung tahun 2019 

terhadap tahun 2018 

Berdasarkan Gambar 25 di atas, persentase capaian persentase pemenuhan 

pengujian sesuai standar di Provinsi Lampung terjadi peningkatan pada tahun 

2019 dibandingkan terhadap 2018 meskipun masih berada di bawah target renstra 

tahun 2015-2019 Balai Besar POM di Bandar Lampung. Dalam gambar tersebut 

target capaian kegiatan adalah 100%, sehingga persem capaian meliki nilai yang sama 

dengan persen realisasi. Hal ini menyebabkan tampilan grafik nilai persen realisasi dan 

persen capaian nampak berhimpit. 
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C. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 terhadap Standar Badan 

POM RI dan Balai Lain yang Sejenis/ Setara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Perbandingan Realisasi Kinerja Pemenuhan Pengujian sesuai Standar 

terhadap Standar tahun 2019 Badan POM RI dan Balai Lain yang Sejenis/ 

Setara. 

 
Bersadarkan gambar 26 tampak bahwa capaian BBPOM Bandar Lampung lebih 

tinggi dari balai lain dalam kelaster yang sama namun masih di bawah target nasional. 

Hal ini menunjukan bahwa laboraturium pengujian BBPOM Bandar Lampung harus 

terus meningkatkan performanya agar semakin banyak sampel yang dapat diuji sesuai 

standar. 

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja serta Alternatif Solusiyang telah dilakukan 

 

Persentase capaian pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Lampung 

masuk kategori Baik, faktor pendukung dari capaian tersebut antara lain: 

1. Terpenuhinya parameter kritis dalam pengujian sampel yang ditunjang 

dengan terpenuhinya sarana-prasarana, baku pembanding, reagen serta 

instrumen yang cukup memadai sesuai standar minimum laboratorium. 

2. Terdapatnya pilihan parameter uji kritis pada sampel obat tradisional, 

suplemen kesehatan dan kosmetik sehingga dapat memberikan alternative 

sesuai kemampuan uji laboratorium. 
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E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 

Pencapaian Kinerja 

 

Upaya-upaya yang sudah dilakukan terkait hal tersebut di atas antara lain: 

1. Pemenuhan peralatan yang menunjang parameter uji kritis, namun tetap 

diutamakan yang penggunaannya sering. 

2. Menggunakan metode analisis selain metode analisis yang diprioritaskan 

apabila terdapat keterbatasan untuk dilakukan. 

 

F. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya 
 

Dari rekomendasi tahun sebelumnya telah dilakukan tindak lanjut beserta 

evaluasi dan analisisnya sebagai berikut : 

a. Penggunaan detektor fluoresens yang telah diadakan pada akhir tahun 2018 

untuk pengujian rutin parameter disolusi Pil KB. 

b. Optimasi metode analisis baru telah dilakukan, demikian juga penggunaan 

metode analisis dari acuan yang lain namun tetap memperhatikan 

validitasnya dan diakui secara internasional. 

 

11. PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG 

MEMENUHI KETENTUAN DI PROVINSI LAMPUNG 

 

A. Perbandingan Target dan Realisasi  Tahun 2019 
 

Tabel 19. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan 

Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Provinsi Lampung Tahun 2019 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET IKU 

(%) 

REALISASI 

(%) 
CAPAIAN (%) KRITERIA 

Persentase Sarana 

Produksi Obat dan 

Makanan yang 

Memenuhi Ketentuan 

di Provinsi Lampung 

54 37,50 69,44 KURANG 

 

Berdasarkan Tabel 19. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana 

Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Provinsi Lampung 

Tahun 2019 Jumlah sarana produksi obat dan makanan di Provinsi Lampung 

sebanyak 1617 sarana. Pada tahun 2019 jumlah yang diinspeksi 184 sarana, 

dengan rincian sarana yang memenuhi ketentuan 69 sarana dan yang tidak
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memenuhi 88 sarana. Setelah dilakukan perhitungan persentase capaian sarana 

produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2019 adalah 

sebesar 69,44% sehingga masuk kategori Kurang. 

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sarana 

Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan 

Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 

Berdasarkan Gambar 27, realisasi dan capaian sarana produksi obat dan makanan 

yang memenuhi ketentuan tahun 2019 meningkat jika dibandingkan terhadap 

realisasi dan capaian tahun 2018. 

C. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 terhadap Standar Badan 

POM RI dan Balai Lain yang Sejenis/ Setara 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi 

Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2019 

terhadap Standar Badan POM RI dan Balai Lain yang 

Sejenis/Setara. 
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Berdasarkan gambar 28, persentase realisasi sarana produksi obat dan makanan di 

Provinsi Lampung yang memenuhi ketentuan sebesar 37,50 %. Realisasi tersebut 

lebih kecil jika dibandingkan terhadap target nasional (41,80%) dan juga lebih 

kecil dari persentase realisasi BBPOM di Padang (45,83%), Balai Besar POM di 

Jakarta (41,46%) dan Balai Besar POM di Manado (70,75%). 

 

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 

 

1. Sarana produksi yang diinspeksi adalah sarana produksi pangan olahan 

(MD), sarana produksi PIRT, sarana produksi kosmetik, sarana produksi 

obat tradisional. Persentase tertinggi sarana produksi yang tidak memenuhi 

ketentuan adalah sarana produksi PIRT yaitu sebesar 66,96% dari 115 

sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Sedangkan sarana produksi MD 

31,30% dan sarana produksi kosmetik 1,73%. 

2. Sarana PIRT yang diinspeksi 93 sarana, terdapat 16 sarana yang memenuhi 

ketentuan dan 77 sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Penyebab sarana 

PIRT banyak yang tidak memenuhi ketentuan antara lain karena kurangnya 

tingkat kepatuhan sarana terhadap penerapan peraturan, higiene dan 

sanitasi. Selain itu kurangnya pemahaman penggunaan bahan tambahan 

pangan yang sesuai dengan ketentuan, dan lemahnya permodalan usaha. 

perizinan PIRT adalah wewenang pemerintah kabupaten/kota, sehingga 

kedepan diharapkan ada pembinaan yang lebih intensif dari pemda terkait. 

3. Sarana produksi MD yang diinspeksi 87 sarana, terdapat 51 sarana 

memenuhi ketentuan dan 36 sarana yang tidak memenuhi ketentuan. 36 

sarana yang tidak memenuhi ketentuan didominasi oleh pelaku usaha 

garam. Hal ini disebabkan karena kurangnya tingkat kepatuhan pelaku 

usaha terhadap fortifikasi pangan dan penerapan higiene sanitasi. Hal ini 

perlu ada bimbingan teknis kepada pelaku usaha garam agar mampu 

menerapkan CPPOB (cara produksi pangan olahan yang baik). 

4. Sarana produksi kosmetik berjumlah 2 sarana dan 2 sarana tersebut tidak 

memenuhi ketentuan. Jika dipersentase,  sarana kosmetik yang tidak 

memenuhi ketentuan 100% terhadap jumlah sarana yang ada. Adapun
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penyebab sarana produksi kosmetik tersebut tidak memenuhi ketentuan 

adalah ketidak patuhan sarana dalam memperpanjang ijin edar produk. 

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 

Pencapaian Kinerja 

 

Upaya-upaya yang sudah dilakukan terkait hal tersebut di atas antara lain: 

1. Pada saat petugas datang ke sarana, selain melakukan inspeksi juga 

melakukan pembinaan terkait ketentuan peraturan atau perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Memberikan surat rekomendasi tindak lanjut kepada pemda untuk sarana 

yang perizinannya berada dibawah wewenang pemda. 

3. Kegiatan Desk CAPA terhadap sarana-sarana yang tidak memenuhi 

ketentuan. 

4. Bimtek Peningkatan Kemampuan UMKM dan Petugas Daerah di 

Kabupaten/ Kota.  

5. Sosialisasi Peraturan Terkait Pangan Kepada Petugas Daerah, PTSP dan 

Petugas Balai. 

 

F. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya  

 

Terus dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian tersebut dengan 

mengusulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk industri obat tradisional dan kosmetik yang terdapat di Provinsi 

Lampung merupakan industri kecil sehingga dari segi permodalan masih 

sedikit. Selain itu pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk 

juga tidak signifikan karena produk yang dihasilkan kurang diminati. Hal 

tersebut membuat pelaku usaha tidak semangat untuk memperpanjang ijin 

edar produknya karena mereka menilai prosesnya tidak sebanding dengan 

keuntungan yang dihasilkan. Sehingga perlu adanya dukungan agar pelaku 

usaha tertib dalam melakukan perpanjangan ijin edar. 

2. Untuk industri P-IRT diperlukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan 

dinas kesehatan kabupaten/kota, karena terkait pembinaan P-IRT 

merupakan wewenang dinas kesehatan kabupaten/kota.
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3. Mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) Badan POM RI untuk seluruh 

kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan kualitas 

sarana P-IRT 

4. Untuk industri pangan denga registrasi MD, dilakukan monitoring pelaksanaan 

HACCP 

5. Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha khususnya pengusaha industri garam. 

 

12. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT YANG MEMENUHI 

KETENTUAN DI PROVINSI LAMPUNG 

 

A. Perbandingan Target dan Realisasi  Tahun 2019 

Tabel 20. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat yang 

Memenuhi Ketentuan di Provinsi Lampung Tahun 2019 
 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET IKU 

(%) 

REALISASI 

(%) 
CAPAIAN (%) KRITERIA 

Persentase Sarana 

Distribusi Obat yang 

Memenuhi Ketentuan 

di Provinsi Lampung 

56 86,31 154,13 
TIDAK DAPAT 

DISIMPULKAN 

 

Berdasarkan tabel di atas jumlah sarana distribusi obat dan sarana pelayanan 

kefarmasian di Provinsi Lampung sebanyak 925 sarana. Pada tahun 2019 jumlah 

yang diinspeksi 504 sarana, dengan rincian sarana yang memenuhi ketentuan 435 

sarana dan yang tidak memenuhi 69 sarana. Setelah dilakukan perhitungan 

persentase capaian sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan 

pada tahun 2019 adalah sebesar 154,13% sehingga masuk kategori Tidak dapat 

disimpulkan. 
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B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Gambar 29. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sarana 

Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2019 

terhadap Tahun 2018 

Berdasarkan Gambar 29, realisasi dan capaian sarana distribusi obat dan sarana 

pelayanan kefarmasian yang memenuhi ketententuan tahun 2019 meningkat jika 

dibandingkan terhadap realisasi dan capaian tahun 2018. 

 

C. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 terhadap Standar Badan 

POM RI dan Balai Lain yang Sejenis/Setara 
  

Berdasarkan Gambar 30, persentase realisasi sarana distribusi obat dan sarana 

pelayanan kefarmasian di Provinsi Lampung yang memenuhi ketentuan sebesar 

86,31%. Realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan terhadap target nasional 

(49,80%) dan Balai Besar POM di Padang (59,21%), Balai Besar POM di Jakarta 

(58,06%) dan Balai Besar POM di Manado (55,31%).
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Gambar 30. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi 

Obat yang Memenuhi Ketentuan tahun 2019 terhadap Standar 

Badan POM RI dan Balai Lain yang Sejenis/Setara 
 

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 
 

1. Masih rendahnya kepatuhan penanggungjawab sarana distribusi obat dan sarana 

pelayanan kefarmasian terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan 

lain yang berlaku.   

2. Pada tahun 2019, jumlah sarana yang di inspeksi sebanyak 504 sarana, dari 

jumlah tersebut persentase sarana yang tidak memenuhi ketentuan antara lain 

apotek 82,61%, klinik 4,35%, puskesmas 1,45%, rumah sakit 1,45%, GFK 0%, 

PBF 4,35%, toko obat 3,58%. 

3. Apotek yang diinspeksi sebanyak 301 sarana. Sarana yang memenuhi ketentuan 

244 sarana, sedangan yang tidak memenuhi ketentuan 57 sarana. Penyebab sarana 

tersebut tidak memenuhi ketentuan antara lain selama jam buka tidak terdapat 

tenaga kefarmasian, pengisian kartu stok tidak sesuai dengan CDOB, 

penyimpanan obat tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera pada kemasan, 

tidak membuat laporan narkotik dan psikotropik rutin tiap bulan ke instansi 

terkait, tidak ada alat pemantau suhu pada tempat menyimpan cold chain product 

(CCP) / vaksin, tidak dilakukan pemantauan suhu ruangan dan suhu tempat 

menyimpan CCP/vaksin, surat pesanan dan faktur pembelian tidak diarsipkan dan 

dijadikan satu. 
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4. Untuk sarana pelayanan selain apotek seperti klinik, puskesmas, rumah sakit, toko 

obat sebanyak 145 sarana. Sarana yang memenuhi ketentuan 136 sarana, 

sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan 9 sarana. Penyebab tidak memenuhi 

ketentuannya disebabkan antara lain oleh penyimpanan obat tidak sesuai dengan 

ketentuan yang tertera pada kemasan, pengisian kartu stok tidak sesuai dengan 

CDOB, surat pesanan tidak ditandatangani oleh penanggung jawab, ditemukan 

produk TIE, tidak ada alat pemantau suhu pada tempat menyimpan cold chain 

product (CCP) / vaksin, tidak dilakukan pemantauan suhu ruangan dan suhu 

tempat menyimpan CCP/vaksin, surat pesanan dan faktur pembelian tidak 

diarsipkan dan dijadikan satu. 

5. Untuk sarana distribusi PBF dan GFK sebanyak 58 sarana. Sarana yang 

memenuhi ketentuan 55 sarana, sedangankan yang tidak memenuhi ketentuan 3 

sarana. Penyebab tidak memenuhi ketentuannya antara lain penyimpanan obat 

tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera pada kemasan, tidak ada alat pemantau 

suhu pada tempat menyimpan cold chain product (CCP) / vaksin, tidak dilakukan 

pemantauan suhu ruangan dan suhu tempat menyimpan CCP/vaksin, tidak 

dilakukan validasi pengiriman produk CCP/vaksin. 

 

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 

Pencapaian Kinerja 

 

Upaya-upaya yang sudah dilakukan terkait hal tersebut di atas antara lain: 

1. Bimtek Petugas Sarana Pelayanan Kefarmasian dengan mengundang 8 

Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan 1 Dinas Kesehatan Provinsi dan 

petugas balai. 

2. Bimtek CDOB Instalasi Farmasi Pemerintah dengan mengundang 15 

petugas pengelola Instalasi Farmasi Pemerintah Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota dan 1 petugas Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan 

Provinsi dan petugas balai. 

3. Desk CAPA dengan mengundang penanggungjawab sarana distribusi obat 

untuk menyerahkan hasil CAPA dari temuan inspeksi 

4. Kegiatan Desk CAPA terhadap sarana-sarana yang tidak memenuhi 

ketentuan.
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F. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya 

 

Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian tersebut antara lain: 

1. Membuat sistem reward dan punishment yang kompetitif untuk sarana 

distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian 

2. Meningkatkan koordinasi dengan orgainisasi profesi untuk pembinaan 

terhadap anggotanya. 

 

13. PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DI 

SELESAIKAN TEPAT WAKTU DI PROVINSI LAMPUNG 

 

A.  Perbandingan Target dan Realisasi  Tahun 2019 

Tabel 21. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi 

yang Diselesaikan Tepat Waktu di Provinsi Lampung Tahun 2019 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

IKU (%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 
KRITERIA 

Persentase Keputusan 

Penilaian Sertifikasi yang 

Diselesaikan Tepat Waktu 

di Provinsi Lampung 

83 94,16 113,45 
SANGAT 

BAIK 

 

Berdasarkan Tabel 21. Jumlah rekomendasi/sertifikasi SKI, SKE, CDOB, 

CPPOB, CPKB, CPOTB yang diajukan tahun 2019 di Provinsi Lampung 

sebanyak 274 pemohon. Jumlah sertifikasi yang diterbitkan sebanyak 272 dengan 

sertifikasi yang tepat waktu sebanyak 258. Setelah dilakukan perhitungan 

persentase capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 

pada tahun 2019 adalah sebesar 113,45 % sehingga masuk kategori sangat baik.
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B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan 

Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di 

Provinsi Lampung Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 

Berdasarkan Gambar 30, persentase realisasi dan capaian keputusan penilaian 

sertifikasi yang diselesaiakan tepat waktu tahun 2019 meningkat jika 

dibandingkan terhadap realisasi dan capaian tahun 2018. 

 

C. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 terhadap Standar Badan 

POM RI dan Balai Lain yang Sejenis/ Setara 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32. Perbandingan Realisasi Kinerja  Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi 

yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2019 di Provinsi Lampung terhadap 

Standar Badan POM RI dan Balai Lain yang Sejenis/Setara. 



 

81 

 

Berdasarkan Gambar 32, persentase realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung sebesar 94,16%, Realisasi tersebut 

lebih besar jika dibandingkan terhadap target nasional (83%), persentase realisasi 

Balai Besar POM di Padang (92,86%) dan Balai Besar POM di Manado 

(88,37%), tetapi lebih kecil jika dibandingkan terhadap persentase realisasi 

BBPOM di Jakarta (99,6%). 

 

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan 

Persentase capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat 

waktu di Provinsi Lampung mendapatkan nilai capaian sangat baik, keberhasilan 

ini dipengaruhi oleh faktor antara lain: 

1. Komitmen dari petugas BBPOM di Bandar Lampung dalam hal melayani 

pelanggan. 

2. Kesadaran dari pelaku usaha untuk segera melakukan perbaikan terhadap 

temuan pada saat penilaian sertifikasi. 

 

Walaupun kategorinya sangat baik, namun masih ditemukan beberapa kendala 

diantaranya: 

1. Jaringan Internet tidak tersedia pada saat petugas sedang melakukan tugas ke 

luar kota, terutama untuk pelayanan SKI/SKE yang time line nya 8 jam 

 

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 

Pencapaian Kinerja 
 

Upaya-upaya yang sudah dilakukan terkait hal tersebut di atas antara lain: 

1. Bimtek kepada pelaku usaha dan petugas dari instansi terkait, antara lain 

Bimtek Pelayanan Prima dan e-Registrasi, Bimtek Peningkatan 

Kemampuan Pelaku Usaha dan Petugas. 

2. Program Pendampingan UMKM dalam Rangka Mendapatkan Izin Edar 

Obat dan Makanan. 

3. Pemberlakukan SKE on line sejak bulan Agustus 2019. 
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F. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya 
 

Pelaksanaan upaya-upaya tersebut di atas sudah efektif untuk pemenuhan target 

keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. 

 

14. RASIO TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN OBAT DAN 

MAKANAN DI PROVINSI LAMPUNG 

 

A. Perbandingan Target dan Realisasi  Tahun 2019 

Tabel 22. Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Obat dan Makanan di Provinsi Lampung Tahun 2019 
 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

IKU (%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 
KRITERIA 

Rasio Tindak Lanjut Hasil 

Pengawasan Obat dan 

Makanan di Provinsi 

Lampung 

47 50,38 107,19 BAIK 

 

Berdasarkan Tabel 22. Jumlah rekomendasi tindak lanjut di Provinsi Lampung 

yang diterbitkan sebanyak 264. Dari jumlah tersebut, yang memperoleh feed back 

dari pihak sarana sebanyak 133.  Setelah dibandingkan terhadap target IKU, 

diperoleh persentase capaian 107.19% sehingga masuk kategori Baik. 

 

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Perbandingan Realisasi dan Capaian Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Obat dan Makanan di Provinsi Lampung Tahun 2019 terhadap Tahun 2018.
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Berdasarkan Gambar 35,  persentase rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat 

dan makanan di provinsi lampung tahun 2019 realisasinya meningkat jika 

dibandingkan terhadap tahun 2018, namun capaian menurun.   

 

C. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 terhadap Standar Badan 

POM RI dan Balai Lain yang Sejenis/Setara 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 34. Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Tindak Lanjut Hasil 

Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung Tahun 

2019 terhadap Standar Badan POM RI dan Balai Lain yang 

Sejenis/Setara 
 

Berdasarkan Gambar 34, persentase rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan 

makanan di Provinsi Lampung sebesar 50,38%. Realisasi tersebut lebih besar jika 

dibandingkan terhadap target nasional (46,95%), tetapi lebih kecil jika 

dibandingkan terhadap persentase realisasi Balai Besar POM di Padang (59,93%), 

Balai Besar POM di Manado (57,91%) dan Balai Besar POM di Jakarta (58,43%). 

 

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan 
 

Persentase capaian rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan di 

Provinsi Lampung masuk kategori baik, faktor pendukung dari capaian tersebut 

karena sarana yang menjadi faktor perhitungan rasio tindak lanjut adalah sarana 

produksi MD, PBF dan Apotek. Sesuai dengan pedoman tindak lanjut sarana 

produksi pangan dan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasi, untuk
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sarana tersebut diwajibkan  membuat CAPA (Corrective Action and Preventive 

Action) terhadap temuan ketidaksesuaian. Sehingga setelah diterbitkan surat 

rekomendasi tindak lanjut oleh balai, pihak sarana memberikan feed back berupa 

CAPA. 

 

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 

Pencapaian Kinerja 

 

Upaya-upaya yang sudah dilakukan terkait hal tersebut di atas antara lain: 

1. Dilakukannya kegiatan sosialisasi terkait hasil pengawasan ke instansi 

terkai 

2. Dilakukannya kegiatan desk CAPA kepada  sarana-sarana yang 

medapatkan rekomendasi tindak lanjut  

3. Dibuat sistem pengiriman surat rekomendasi tindak lanjut secara 

elektronik seperti melalui Whats App atau email 

 

F. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya 

 

1. Mengoptimalkan aplikasi SMART BPOM atau sistem elektronik dalam 

mempercepat pelaporan dari pelaku usaha ataupun instansi 

2. Meningkatkan pengendalian CAPA oleh inspektur yang bertugas. 

 

15. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN HINGGA TAHAP 

II DI PROVINSI LAMPUNG 

 

A.  Persentase Capaian Penyidikan dengan Target Kinerja Tahun 2019  
 

Tabel 23. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Perkara yang Diselesaikan 

Hingga Tahap II di Provinsi  Lampung Tahun 2019 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

IKU (%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 
KRITERIA 

Persentase perkara yang 

diselesaikan hingga 

tahap II di Provinsi  

Lampung 

50 63,64 127,28 
TIDAK DAPAT 

DISIMPULKAN 
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Yang dimaksud persen target adalah persentase perkara yang diselesaikan hingga 

Tahap II dari target perkara. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara 

projusticia berdasarkan hasil gelar kasus. Tahap II adalah perkara yang telah 

diselesaikan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut 

umum. Target perkara tahun 2019 sebanyak 10  perkara (9 perkara BBPOM 

Bandar Lampung + 1 perkara Loka POM Tulang Bawang) dan baru tercapai 2 

perkara sampai dengan tahap II yaitu Kosmetik TIE dan Obat Tradisional TIE dan 

1 perkara sedang dalam tahap I dari Loka POM Tulang Bawang. Persentase 

capaian ini berasal dari 2 perkara yang selesai pada tahap II di tahun 2019 ( dari 

target 10 perkara) ditambah 5 perkara yang selesai pada tahap II tahun 2017 dan 

2018 yang masuk di tahun 2019 (carry over) dibagi dibagi 11 perkara (2  perkara 

selesai tahap II tahun 2019 + 8 perkara carry over tahun 2017-2018 dan  1 perkara 

dari Loka POM Tulang Bawang tahun 2019).  Realisasi perkara diperoleh 63,64% 

dari target 50%. Capaian perkara tahun 2019 yang diselesaikan hingga tahap II 

adalah 127,27% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan. 

 

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 35. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Perkara yang 

Diselesaikan hingga Tahap II di Provinsi Lampung Tahun 

2019 terhadap Tahun  2018 

Dari Gamabr 34. di atas realisasi perkara selesai sampai tahap II tahun 2019 

terjadi kenaikan dari target 50% menjadi 63.64%. Target realisasi perkara selesai 

sampai tahap II tahun 2018  adalah  60% dan realisasinya 50%. Persentase 

realisasi perkara tahun 2019  dibandingkan dengan persentase realisasi renstra 

tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 13,64%.
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Untuk capaian  perkara  tahun 2019 dilihat dari grafik terjadi kenaikan sebesar 

127.28% berbeda karena realisasi  perkara didasarkan perkara telah diterbitkan P 

21. 

 

C.  Perbandingan Realisasi  Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Nasional 

(Target  Badan POM)/Balai lain yang Sejenis/Setara 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 36. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan 

Hingga Tahap II di Provinsi Lampung Tahun 2019 terhadap Standar Badan 

POM RI dan Balai Lain yang Sejenis/Setara. 

 

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan 

 
1. Target perkara obat dan makanan yang diprojustisia tahun 2019 yaitu 10 

perkara (9 perkara BBPOM Bandar Lampung dan 1 perkara Loka POM Tulang 

Bawang), perkara yang tercapai hanya 3 perkara (2 perkara sampai tahap II 

oleh BBPOM di Bandar Lampung dan 1 perkara dari Loka POM Tulang 

Bawang masih dalam tahap I). Namun demikian bila dilihat dari persentase 

capaian kinerja IKU tahun 2019 terjadi kenaikan disbanding tahun 2018, hal 

tersebut diperoleh dari jumlah perkara yang selesai hingga tahap II tahun 

berjalan ditambah perkara yang selesai hingga tahap II tahun sebelumnya 

(Persentase capaian berasal dari 2 perkara selesai tahap II di tahun 2019 ( dari 

target 10 perkara) ditambah 5 perkara selesai tahap II tahun 2017- 2018 yang 

masuk di tahun 2019 (carry over) dibagi 11 perkara ( 2  perkara selesai tahap II 

tahun 2019 + 8 perkara corry oever tahun 2017-2018 dan  1 perkara dari Loka 

POM Tulang Bawang tahun 2019). Kenaikan yang cukup signifikan tersebut 

mendapat kriteria Tidak dapat disimpulkan.
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2. Tidak semua kasus terkait obat dan makanan yang ditemukan layak diangkat 

menjadi perkara Projusticia berdasar gelar kasus, dikarenakan kasus peredaran 

obat dan makanan tidak memenuhi ketentuan adalah : sarana UMKM yang 

belum dilakukan pembinaan sebelumnya atau sarana dan pelaku usaha baru 

pertama dilakukan pengawasan, jumlah nilai nominal keekonomian barang 

bukti tidak cukup signifikan/sangat kecil, usia pelaku yang sudah cukup tua 

diatas 70 tahun.   

3. Kondisi geografis Lampung di daerah perlintasan transportasi antara Jawa dan 

Sumatera dimana pelaku usaha mudah melakukan akses pengadaan obat dan 

makanan dari jawa ke sumatera atau sebaliknya.  

4. Kondisi di lapangan sudah jarang ditemukan pelaku pelanggaran tindak pidana 

di bidang obat dan makanan dalam jumlah besar. Temuan barang bukti 

pelanggaran di bidang obat dan makanan dengan nilai nominal kecil dan  

pengadaan berasal dari luar wilayah Provinsi Lampung seperti Jakarta, Banten 

dan Jawa Barat melalui jasa ekspedisi dan pembelian secara on line.  

5. Trend peredaran obat dan makanan menggunakan media sosial sehingga 

mengalami kesulitan melakukan pengungkapan  peredaran obat dan makanan 

yang illegal secara on line. 

 

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 

Pencapaian Kinerja 
 

Solusi yang telah dilakukan diantaranya : 

1. Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Asosiasi Jasa Ekspedisi 

(ASPERINDO) untuk mengungkap kasus peredaran obat dan makanan 

illegal melalui jasa ekspedisi. 

2. Melakukan pemantauan pasar on line di media sosial seperti Shopee, 

Bukalapak, Instagram dll. 
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F. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya. 

 

1. Peningkatan intensifikasi kegiatan investigasi dan penyelidikan terhadap 

pelaku usaha yang melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan 

yang berulang sehingga diperoleh perkara yang dapat ditindak lanjuti 

dengan Projustitia. 

2. Setiap perkara yang ditangani dengan Projustitia diupayakan agar target 

perkara yang sudah ditetapkan dapat diselesaikan segera sampai Tahap II 

pada tahun berjalan melalui koordinasi dengan Korwas PPNS dan 

Kejaksaan. 

3. Peningkatan koordinasi dan penggunaan data dari Bidang Pemeriksaan, 

Bidang Pengujian dan Bidang Infokom terkait produk dan hasil 

pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang tidak 

memenuhi ketentuan untuk mendapatkan kasus yang layak ditindaklajuti 

dengan projusticia.  

4. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan stake holder/instansi terkait 

dalam mengungkap peredaran obat dan makanan illegal yang diedarkan 

secara on line. 

5. Pengadaan peralatan khusus kegiatan intelijen/investigasi/penyelidikan 

dalam rangka pengungkapan kasus tidak pidana di bidang obat dan 

makanan.  

6. Peningkatan kompetensi SDM dalam pengungkapan kasus peredaran obat 

dan makanan melaui on line/daring. 
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16. Nilai AKIP BBPOM DI BANDAR LAMPUNG 

 

A.  Persentase Capaian Nilai AKIP dengan Target Kinerja Tahun 2019  
 

Tabel 24. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung 

Tahun 2019 
 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

IKU  
REALISASI  

CAPAIAN 

(%) 
KRITERIA 

Nilai AKIP BBPOM di 

Bandar Lampung 
81 73,93 91,27 BAIK 

 

Pencapaian sasaran strategis ke-6 di atas diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu 

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Besar POM di 

Bandar Lampung. Indikator AKIP tersebut dihitung melalui penilaian evaluasi 

implementasi AKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung yang dilakukan oleh 

Inspektorat Badan POM RI. Penilaian AKIP ini mencakup beberapa komponen, 

yaitu : perencanaan kinerja (30%), pengukuran (25%), pelaporan (15%), evaluasi 

internal (10%) dan capaian kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap laporan 

kinerja tahun n-1. 

 

B. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 37. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP BBPOM di Bandar 

Lampung Tahun 2019 terhadap Tahun  2018 
 

Pada tahun 2019,  nilai AKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung 73,93 (BB). 

Target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja adalah BB (81,00). Dengan 

demikian pada tahun 2019 capaian kinerja sasaran strategis keenam ini adalah 

sebesar 91,27% dengan kriteria BAIK.
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C. Perbandingan Realisasi  Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Nasional 

(Target  Badan POM)/Balai lain yang Sejenis/Setara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 38. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Bandar  Lampung Tahun 

2019 Terhadap Standar Badan POM RI dan Balai Lain yang Sejenis/Setara 

 

Pada tahun 2019, capaian indikator sasaran kinerja ini masih dibawah capaian 

Badan POM RI dan Balai Lain yang setara (Gambar 38), namun masih dalam 

kriteria SANGAT BAIK (BB). Komponen penilaian pelaporan meliputi : 

perencanaan : 30,00%, pengukuran kinerja : 25,00% , pelaporan kinerja : 15,00%,  

evaluasi kinerja : 10,00% dan pencapaian kinerja : 20,00%.  

 

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah 

dilakukan  

A. Perencanaan Kinerja 

a. Perencanaan kinerja telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) 

2015-2019 dan telah melakukan revisi pada tahun 2018. Namun renstra 

tersebut belum memuat indikator tujuan dan target keberhasilannya. 

b. Rencana aksi sebagai pemantauan atas kinerja belum mencantumkan sub 

kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka 

mencapai kinerja. 
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2. Pengukuran Kinerja 

a. Laporan kinerja telah menyajikan pengukuran kinerja untuk OTK baru tapi 

rencana aksi hanya mengukur indikator utama OTK lama. 

b. Dalam melakukan pengukuran kinerja dibutuh data yang valid dan mampu 

telusur. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung 

belum memiliki sistem pengumpulan data yang menjamin kehandalan data. 

c. Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum 

dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward atau 

punishment. 

d. Telah melakukan monitoring capaian kinerja eselon III dan IV tetapi belum 

melakukan evaluasi secara menyeluruh. 

e. Belum melakukan reviu indikator kinerja utama (IKU) secara berkala. 

3. Pelaporan Kinerja 

a. Laporan Kinerja belum menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan 

capaian sasaran kinerja instansi. 

b. Laporan kinerja telah menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan 

target tahun berjalan, dan target tahun sebelumnya tetapi belum ada 

perbandingan terhadap standar nasional dan target RPJMN. 

4. Evaluasi Internal 

Laporan Kinerja belum menggambarkan bahwa hasil evaluasi capaian kinerja 

telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan 

datang serta telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata. 

5. Capaian Kinerja 

Capaian kinerja tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 

terutama pada indikator persentase obat tradisional yang memenuhi syarat. 
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B. REALISASI ANGGARAN 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan mempunyai tugas 

mengelola keuangan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Sesuai 

dengan UU No.17 Tahun 2004 dan Kepres No. 42 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Pelaksanaan APBN, untuk melaksanakan program pengawasan obat dan makanan 

di Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2018 anggaran yang tersedia 

sesuai DIPA nomor 063.01.2.432850/2019 tanggal 5 Desember 2018, sebesar 

Rp31.586.653.000,-. Terdapat revisi anggaran sehingga bertambah sejumlah 

Rp1.338.532.000,- menjadi Rp32.925.185.000,- yang disebabkan oleh: 

a. Penambahan anggaran gaji pegawai 

b. Halaman III DIPA 

c. Perubahan pejabat perbendaharaan 

d. Penyamaan/pemutakhiran data POK. 

 

Gambar 39. Realisasi Anggaran 
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Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Bandar Lampung sudah memenuhi target 

dari Badan POM yaitu minimal 95% dengan total persentase penyerapan sebesar 

96,16%. Realisasi anggaran yang belum mencapai 100% diantaranya disebabkan 

oleh: 

1. Pada belanja modal melalui lelang dan pengadaan langsung tersisa anggaran 

sebesar Rp823.645,- dan tidak dapat dioptimalisasi karena output sudah 

tercapai. 

2. Pada belanja barang terdapat sisa Rp1.170.593.504,-. Jumlah tersebut 

merupakan akumulasi dari sisa anggaran bidang-bidang, diantaranya adalah 

dari penindakan karena target perkara tahun 2019 yang tidak tercapai. 

3. Pada belanja pegawai rutin terdapat sisa Rp35.258.841,- berasal dari adanya 

pegawai yang memasuki masa pensiun pada tahun 2019. 

 

C. PNBP SAMPEL PIHAK Ke-3 

Tabel 25. Laporan Realisasi Penerimaan PNBP Balai Besar POM di Bandar Lampung 

Tahun 2019 

No. UPT 
Target Penerimaan 

PNBP 

Realisasi Penerimaan 

PNBP 
Persentase 

1 2 3 4 5=4/3 x 100% 

1 
Balai Besar POM di Bandar 

Lampung 
Rp360.000.000 Rp385.425.000 107,06 

2 Loka POM di Tulang Bawang - - - 

 
TOTAL Rp360.000.000 Rp385.425.000 107,06 

 

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBPOM di Bandar Lampung 

tahun 2019 terdiri dari sampel pihak ketiga, sampel kepolisian serta sertifikasi 

adalah sebesar Rp385.425.000,- atau 107,06% dari target  sebesar 

Rp360.000.000,-Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase realisasi 

PNBP mengalami peningkatan sebesar 5,8% dari tahun 2018. Hal ini merupakan 

indikasi meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat baik dari industri maupun 

pihak kepolisian terhadap kinerja laboratorium BBPOM di Bandar Lampung yang 

telah terakreditasi ISO 17025:2017 yang senantiasa menjaga mutu hasil 

pengujian. Meningkatnya animo pelaku usaha untuk mengajukan SKI/SKE turut 

menjadi faktor penyumbang dalam peningkatan realisasi PNBP di tahun 2019. 
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D. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN 

Efesiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan 

untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang 

sama atau lebih besar dari input. Tingkat efisiensi kegiatan diperoleh dengan 

membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input. 

TE  =   IE – SE 

           SE 

Keterangan : 

TE : Tingkat Efisiensi 

IE : Indeks Efisiensi 

SE : Standar Efisiensi 

 

 Efisiensi dan tingkat efisiensi 6 Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 16 

indikator kegiatan dihitung terhadap pagu sebelum dan sesudah revisi (Lampiran 1 

dan Lampiran 2).  Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat variasi nilai - 

0,13 sampai dengan 0,65 pada pagu awal sedangkan pada pagu revisi terdapat 

variasi nilai -0,06 sampai dengan 0,75 yang menunjukkan bahwa revisi anggaran 

meningkatkan efisiensi dari sasaran-sasaran kegiatan. Apabila dibandingkan 

dengan tahun 2018 yang menunjukkan variasi nilai sebesar -0,05 sampai dengan 

0,20 pada pagu awal dan akhir, maka efisiensi di tahun 2019 lebih baik 

dibandingkan tahun sebelumnya. 

 Urutan sasaran kegiatan dengan tingkat efisiensi tertinggi hingga terendah 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana obat dan makanan 

di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung dengan tingkat efisiensi 

0,75. 

2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan 

aman di wilayah kerja BBPOM di Bandar lampung dengan tingkat 

efisiensi 0,30. 

3. Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis 

risiko di Provinsi Bandar Lampung dengan tingkat efisiensi 0,14. 

4. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi 

Bandar Lampung dengan tingkat efisiensi 0,13. 
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5. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat 

terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di wilayah 

kerja BBPOM di Bandar Lampung dengan tingkat efisiensi -0,01. 

6. Terwujudnya RB BBPOM di Bandar Lampung sesuai roadmap RB 

BPOM 2015 – 2019 dengan tingkat efisiensi -0,07. 

 Efisiensi Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak 

pidana obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung didukung 

penyelesaian beberapa perkara di tahun 2019 termasuk perkara tahun 2018 yang \ 

carry over sebanyak 7 perkara yang dapat diselesaikan. Sasaran kegiatan 

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap 

keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di 

Bandar Lampung termasuk tidak efisien pada pagu awal dan pagu revisi. Hal ini 

disebabkan masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan GMP 

dan GDP. Sedangkan untuk sasaran kegiatan terakhir yaitu Terwujudnya RB 

BBPOM di Bandar Lampung sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019 masih tidak 

efisien dikarenakan pada nilai AKIP sudah memperoleh kriteria sangat baik (BB), 

tetapi masih membutuhkan beberapa penyempurnaan dalam hal perencanaan 

kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian 

kinerja. Penyempurnaan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut ini: 

1. Perencanaan kinerja 

Melengkapi Renstra derigan target keberhasilan untuk indikator tujuan, 

menjabarkan target kinerja dalam rencana/perjanjian kinerja tahunan men.ladi 

target periodik dalarn rencana aksi serta mencantumkan subkegiatan/komponen 

rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja, Rencana 

aksi mengukur dan memantau capaian dari semua indikator kinerja, tidak hanya 

indicator kinerja utama dan melakukan reviu Renstra dan IKU secara berkala 

2. Pengukuran Kinerja 

Menyempurnakan penyajian informasi perihal pengukuran kinerja pada 

laporan SAKIP, utamanya terkait mekanisme pengumpulan dan pengukuran data 

kinerja yang sistematis, tepat waktu dan mampu telusur dan Melakukan 

monitoring dan
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evaluasi capaian kinerja mulai dari setingkat eselon lV keatas dan dikaitkan 

dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment. 

3. Pelaporan Kinerja 

Laporan Kinerja agar rnenyajikan informasi keuangan yang terkait dengan 

pencapaian sasaran kinera instansi dan Laporan Kinerja selain rnenyajikan 

perbandingan capaian kinerja dengan target tahun berjalan, dan target tahun juga 

menyajikan perbandingan terhadap standar nasional dan target RPJMN. 

4. Evaluasi Internal 

Dalam evaluasi kinerja agar juga melakukan monitoring terhadap realisasi dari 

rencana tindaklanjut. 

5. Capaian Kinerja 

Melakukan evaluiasi terhadap capaian kinerja secara rutin dengan membahas 

kendala dan alternatif solusi srehingga capaian kinerja dapat dicapai secara 

maksimal.



 

96 

 

 

 

 



 

98 

 

BAB IV  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Tahun 2019 merupakan  tahun terakhir implementasi  Rencana Strategis 

(Renstra)  periode 2015 – 2019 dimana  Balai Besar Pengawas  Obat dan Makanan  

di Bandar Lampung telah menetapkan program  dalam rangka pengawasan obat 

dan makanan. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah 

ditetapkan  dalam  rencana  strategis  dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu 

dengan 6 Sasaran Kegiatan dan 16 (enam belas ) Indikator Kinerja Utama (IKU) 

yang menjadi  pedoman  capaian kinerja  dalam melaksanakan tugas 

pengawasan. 

Evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja didasarkan pada 

pengukuran capaian target kegiatan yang memberikan gambaran bahwa 

keberhasilan pencapaian dan pelaksanaan program sangat ditentukan oleh 

komitmen  seluruh petugas, pengendalian  kegiatan dan koordinasi internal serta 

peran pihak eksternal (pemerintah  daerah setempat, masyarakat  dan pelaku  

usaha)  sebagai  bagian  integral Sistem  Pengawasan Obat dan Makanan. 

Secara garis besar, pencapaian target kinerja Balai Besar POM di Bandar 

Lampung pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

1. Pada tahun 2019 Balai Besar POM di Bandar  Lampung terdapat  8 indikator 

kinerja dengan kriteria “Baik”, 2 indikator kinerja dengan kriteria “Sangat 

Baik”, 1 indikator dengan kriteria “Cukup”, 4 indikator kinerja dengan kriteria 

“Tidak Dapat Disimpulkan”, dan 1 indikator kinerja dengan nilai “Kurang”. 

Indikator kinerja dengan kriteria “Kurang” adalah dari persentase sarana 

produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi  Lampung 

dan persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di Provinsi 

Lampung. 

2. Sasaran strategis pertama yaitu “Terwujudnya obat dan makanan yang aman 

dan bermutu di Provinsi  Lampung” telah berhasil memperoleh kriteria 

pencapaian Baik (nilai capaian 104,20%).
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3. Keberhasilan capaian ini antara lain ditunjang oleh pelaksanaan strategi dan 

upaya dalam pengawasan obat dan makanan dari mulai sarana produksi sampai 

dengan sarana distribusi dengan pengawasan proaktif kontrol dengan disertai 

penguatan sampling dan pengujian. Namun demikian Balai Besar POM di 

Bandar Lampung terus berupaya melakukan evaluasi guna meningkatkan 

sistem pengawasan obat dan makanan untuk mencapai kriteria yang lebih baik 

lagi sesuai dengan yang ditargetkan. 

4. Sasaran  strategis  kedua yaitu meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan 

kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan 

di Provinsi Lampung dengan nilai  capaian 102,50 % kriteria “Baik” 

menunjukkan peningkatan pelaku usaha atas kepatuhan penerapan cara 

produksi yang baik (GMP), cara distribusi yang baik (GDP), serta 

implementasi hasil pengawasan  penandaan dan iklan obat dan makanan. 

Peningkatan kesadaran masyarakat melalui KIE menjadi indikator penting, 

bahwa masyarakat yang cerdas dan cermat dalam memilih dan menggunakan 

obat dan makanan yang memenuhi ketentuan maka akan terlindungi dari 

produk yang berisiko terhadap kesehatan. 

5. Nilai capaian sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya pengetahuan 

masyarakat terhadap obat dan makanan aman di Provinsi Lampung sebesar 

125,31%  dengan kriteria “ Tidak dapat disimpulkan “, hal ini menunjukan 

keberhasilan BBPOM di Bandar Lampung dalam melayani masyarakat berhasil 

melalui komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat jauh melebihi 

target yang ditetapkan. 
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6. Untuk sasaran strategis keempat yaitu  meningkatnya efektivitas pengawasan 

obat dan makanan berbasis risiko di Provinsi Lampung dengan lima indikator 

kinerja utama diperoleh rata–rata capaian 108,8%  dengan kriteria “Baik“.  Dari 

lima indikator tersebut ada dua indikator  dengan kriteria “Baik” yaitu 

“Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard” dan  “Rasio tindak lanjut 

hasil obat dan makanan yang dilaksanakan di Provinsi Lampung”. Untuk 

“Persentase penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dan tidak lanjut 

hasil pengawasan obat dan makanan” memperoleh kriteria “Sangat Baik” , hal 

ini menunjukan keberhasilan kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung 

dalam melayani masyarakat terumata pelaku usaha dalam mendorong 

kemandirian pelaku usaha. Namun masih ada dua indikator kinerja berkriteria 

“Kurang” yaitu “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan di Provinsi Lampung” dan “Persentase sarana distribusi obat yang 

memenuhi ketentuan di Provinsi Lampung”. Untuk itu perlu dilakukan upaya 

peningkatkan sehingga capaian ditahun berikutnya akan lebih baik. 

7. Untuk sasaran strategis kelima yaitu meningkatnya efektifitas penyidikan obat 

dan makanan diperoleh capaian 127,27% dengan kriteria “Tidak dapat 

disimpulkan”, hal ini menunjukkan peningkatan capaian persentase perkara 

yang diselesaikan hingga tahap II di atas target yang ditetapkan. 

8. Sasaran strategi keenam yaitu terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM di 

Bandar Lampung dengan nilai AKIP 73,93 atau nilai capaiannya 91,27% 

dengan kriteria “Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa  kualitas  kapasitas 

kelembagaan  Balai Besar POM di Bandar Lampung masih perlu 

ditingkatkan untuk mencapai target dengan kriteria  sangat baik. 

9. Pada tahun 2019 capaian penyerapan anggaran Balai Besar POM di Bandar 

Lampung sudah memenuhi target dari Badan POM yaitu 96,16% dari target 

minimal 95%. Dari anggaran sebesar Rp. 32.925.185.000,- terserap sebesar Rp. 

31.661.635.667,-.
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B. SARAN 

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi Balai 

Besar POM di Bandar Lampung, maka perlu dilakukan berbagai upaya dalam 

peningkatan kinerja sebagai berikut : 

1. Pada saat proses perencanaan kegiatan, sudah memperhatikan faktor 

internal dan eksetrnal sehingga ketidakpastian perencanaan dapat 

diminimalisir. 

2. Menerapkan strategi pengendalian kegiatan serta evaluasi secara berkala 

dan konsisten agar pencapaian target dapat selalu terpantau. 

3. Meningkatkan koordinasi internal dengan keterlibatan dan peran aktif 

serta proaktif segenap ASN di lingkungan Balai Besar POM di Bandar 

Lampung untuk bersama-sama saling berperan  dalam pencapaian target 

indikator kinerja dan terwujudnya reformasi birokrasi. 

4. Meningkatkan sinergisme antar bidang berdasarkan bisnis proses yang 

jelas dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas sistem manajemen 

mutu. 

5. Menjalin jejaring kerja secara lebih intensif dengan pemangku 

kepentingan di Provinsi Lampung.
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Lampiran 1 

EFISIENSI SARANA KEGIATAN 

NO. SASARAN KEGIATAN 

Efisiensi terhadap Pagu Awal Efisiensi Terhadap Pagu Revisi KATEGORI 

TE 

Terhadap 
Pagu 

Awal 

TE 

Terhadap 
Pagu 

Revisi 

RATA-RATA % 

CAPAIAN TERGET 
INDIKATOR 

IE SE 

RATA-RATA % 

CAPAIAN 
TERGET 

INDIKATOR 
IE SE 

Terhadap 

Pagu 
Awal 

Terhadap 

Pagu 
Revisi 

INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT 

1 
Terwujudnya Obat dan Makanan 
yang aman dan bermutu di Provinsi 

Bandar Lampung 

92,32 106,01 1,15 1 93,99 106,01 1,13 1 EFISIEN EFISIEN 0,15 0,13 

2 

Meningkatnya kepatuhan pelaku 

usaha dan kesadaran masyarakat 

terhadap keamanan, manfaat dan 

mutu Obat dan Makanan di wilayah 

kerja BBPOM di Bandar Lampung 

95,87 95,72 1,00 1 96,27 95,72 0,99 1 
TIDAK 

EFISIEN 

TIDAK 

EFISIEN 
-0,002 -0,01 

3 

Meningkatnya pengetahuan 

masyarakat terhadap Obat dan 

Makanan aman di wilayah kerja 

BBPOM di Bandar lampung 

96,1 125,31 1,30 1 96,58 125,31 1,30 1 EFISIEN EFISIEN 0,30 0,30 

4 

Meningkatnya efektivitas 

pengawasan Obat dan Makanan 
berbasis risiko di Provinsi Bandar 

Lampung 

94,4 108,8 1,15 1 95,13 108,8 1,14 1 EFISIEN EFISIEN 0,15 0,14 

5 

Meningkatnya efektivitas penyidikan 

tindak pidana Obat dan Makanan di 

wilayah kerja BBPOM di Bandar 

Lampung 

76,93 127,28 1,65 1 72,83 127,28 1,75 1 EFISIEN EFISIEN 0,65 0,75 

6 

Terwujudnya RB BBPOM di Bandar 

Lampung sesuai roadmap RB BPOM 
2015 - 2019 

105,93 91,27 0,86 1 98,2 91,27 0,93 1 
TIDAK 

EFISIEN 

TIDAK 

EFISIEN 
-0,14 -0,07 
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Lampiran 2 

EFISIENSI INDIKATOR KEGIATA

SASARAN 

Efisiensi terhadap Pagu Awal Efisiensi Terhadap Pagu Revisi KATEGORI 

TE 

Terhadap 

Pagu 

Awal 

TE Terhadap 

Pagu Revisi 

RATA-RATA % 

CAPAIAN TERGET 

INDIKATOR IE SE 

RATA-RATA % 

CAPAIAN TERGET 

INDIKATOR IE SE 
Terhadap 

Pagu Awal 

Terhadap 

Pagu Revisi 

INPUT 
OUTPU

T 
INPUT OUTPUT 

Terwujudnya Obat dan 

Makanan yang aman dan 
bermutu di Provinsi Bandar 
Lampung 

1 
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja 

BBPOM di Bandar Lampung 
93,53 96,42 1,03 1 94,14 96,42 1,0242 1 EFISIEN EFISIEN 0,031 0,024 

2 
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi 
Lampung 

92,78 92,57 1,00 1 92,96 92,57 0,9958 1 
TIDAK 

EFISIEN 

TIDAK 

EFISIEN 
-0,002 -0,004 

3 
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di 
Provinsi Lampung 

92,78 132,65 1,43 1 92,96 132,65 1,4270 1 EFISIEN EFISIEN 0,430 0,427 

4 
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat 

di Provinsi Lampung 
92,78 109,68 1,18 1 92,96 109,68 1,1799 1 EFISIEN EFISIEN 0,182 0,180 

5 
Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syaratdi Provinsi 

Lampung 
92,77 112,35 1,21 1 92,96 112,35 1,2086 1 EFISIEN EFISIEN 0,211 0,209 

6 
Persentase Makanan yang Memenuhi Syaratdi Provinsi 
Lampung 

86,19 92,4 1,07 1 95,31 92,4 0,9695 1 EFISIEN 
TIDAK 

EFISIEN 
0,072 -0,031 

Meningkatnya kepatuhan 
pelaku usaha dan kesadaran 

masyarakat terhadap 
keamanan, manfaat dan 
mutu Obat dan Makanan di 

wilayah kerja BBPOM di 
Bandar Lampung 

7 
Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di 
bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di 

Bandar Lampung 

95,87 89,02 0,93 1 96,27 89,02 0,9246 1 
TIDAK 

EFISIEN 

TIDAK 

EFISIEN 
-0,071 -0,075 

8 
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) 
terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja 

BBPOM di Bandar Lampung 

95,87 102,42 1,07 1 96,27 102,42 1,0639 1 EFISIEN EFISIEN 0,068 0,064 

Meningkatnya pengetahuan 
masyarakat terhadap Obat 

dan Makanan aman di 
wilayah kerja BBPOM di 

Bandar lampung 

9 

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan 

Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Bandar 
Lampung 

                     
96,10  

125,31 1,30 1 96,58 125,31 1,2975 1 EFISIEN EFISIEN 0,304 0,297 

Meningkatnya efektivitas 
pengawasan Obat dan 

Makanan berbasis risiko di 
Provinsi Bandar Lampung 

10 
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di 

Provinsi Lampung 

                     

99,99  
99,81 1,00 1 99,99 99,81 0,9982 1 

TIDAK 

EFISIEN 

TIDAK 

EFISIEN 
-0,002 -0,002 

11 
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang 
memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di 
Bandar Lampung 

                     

85,98  
69,44 0,81 1 85,98 69,44 0,8076 1 

TIDAK 

EFISIEN 

TIDAK 

EFISIEN 
-0,192 -0,192 

12 
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi 

ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung 
83,05 154,13 1,86 1 86,55 154,13 1,7808 1 EFISIEN EFISIEN 0,856 0,781 

13 
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang 
diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung 

                     
84,12  

113,45 1,35 1 85,34 113,45 1,3294 1 EFISIEN EFISIEN 0,349 0,329 

14 
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan 
yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Bandar 
Lampung 

97,43 107,19 1,10 1 93,94 107,19 1,1410 1 EFISIEN EFISIEN 0,100 0,141 

Meningkatnya efektivitas 

penyidikan tindak pidana 
Obat dan Makanan di 
wilayah kerja BBPOM di 

Bandar Lampung 

15 
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di 

wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung 

                     

76,93  
127,28 1,65 1 72,83 127,28 1,7476 1 EFISIEN EFISIEN 0,654 0,748 

Terwujudnya RB BBPOM 
di Bandar Lampung sesuai 
roadmap RB BPOM 2015 – 

2019 

16 Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung 
                   

105,93  
91,27 0,86 1 98,2 91,27 0,9294 1 

TIDAK 

EFISIEN 

TIDAK 

EFISIEN 
-0,138 -0,071 
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Lampiran 3 

KINERJA KEGIATAN TAHUN 2019 
Perspektif Sasaran Program/Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Kegiatan 

Pagu Sebelum Revisi Realisasi % Capaian 

Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Thd Pagu Awal Thd Pagu Revisi 

      Program Pengawasan Obat dan Makanan             

Stakeholder 
Terwujudnya Obat dan Makanan yang 

aman dan bermutu di Provinsi Lampung 

    Input: dana      4.104.679.000     4.032.118.000      3.789.923.373      92,33         93,99  

1. Layanan Dukungan Laboratorium  
Output: Indeks Pengawasan Obat dan Makanan 

di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung 
71 

  
68,46 

  
96,42 

2. 

Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan 
Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai 

Standar  

Output: Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 

di Provinsi Lampung 
96 

  
88,87 

  
92,57 

Output: Persentase Obat Tradisional yang 

Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung 
60 

  
79,59 

  
132,65 

Output: Persentase Suplemen Kesehatan yang 

Memenuhi Syaratdi Provinsi Lampung 
87 

  
95,42 

  
109,68 

Output: Persentase Kosmetik yang Memenuhi 

Syarat di Provinsi Lampung 
83 

  
93,25 

  
112,35 

3. 
Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai 

Standar    

Output: Persentase Makanan yang Memenuhi 

Syarat di Provinsi Lampung 
75 

  
69,3 

  
92,40 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) 106,01 

Customer 

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan 

kesadaran masyarakat terhadap keamanan, 

manfaat dan mutu Obat dan Makanan di 
wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung 

    Input: dana      1.173.765.000     1.168.979.000      1.125.331.752      95,87         96,27  

4   

Output: Indeks kepatuhan (compliance index) 

pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di 

wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung 

61,00 

  

54,3 

  

89,02 

5   

Output: Indeks kesadaran masyarakat 

(awareness index) terhadap Obat dan Makanan 

aman di wilayah kerja BBPOM di Bandar 
Lampung 

66,00 

  

67,6 

  

102,42 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) 95,72 

Internal Process 
Meningkatnya pengetahuan masyarakat 

terhadap Obat dan Makanan aman di 

wilayah kerja BBPOM di Bandar lampung 

    Input: dana      1.928.995.000     1.919.360.000      1.853.670.486      96,10         96,58  

6 KIE Obat dan Makanan Aman    

Output: Indeks pengetahuan masyarakat 

terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah 

kerja BBPOM di Bandar Lampung 

61,00 

  

76,44 

  

125,31 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) 125,31 

Internal Process 

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat 

dan Makanan berbasis risiko di Provinsi 

Lampung 

    Input: dana      5.447.737.000     5.406.415.000      5.142.928.439      94,40         95,13  

7 Penyediaan Alat Laboratorium  
Output: Persentase pemenuhan pengujian sesuai 

standar di Provinsi Lampung 
100,00 

  
99,81 

  
99,81 

8 
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang 

Diperiksa         

Output:  sarana produksi Obat dan Makanan 

yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja 

BBPOM di Bandar Lampung 

54,00 

  

37,5 

  

69,44 

9 

Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, 

Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan 

yang Diperiksa 

Output: Persentase sarana distribusi Obat yang 

memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM 

di Bandar Lampung 

56,00 

  

86,31 

  

154,13 

10 
Keputusan Penilaian Sertifikasi yang 

Diselesaikan 

Output: Persentase keputusan penilaian 

sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di 
Provinsi Lampung 

83,00 
  

94,16 
  

113,45 

11 
Keputusan Hasil Pengawasan Obat dan 

Makanan yang Ditindaklanjuti      

Output: Rasio tindak lanjut hasil pengawasan 
Obat dan Makanan yang dilaksanakan di 

wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung 

47,00 

  

50,38 

  

107,19 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) 108,80 

Internal Process 

Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak 

pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja 

BBPOM di Bandar Lampung 

    Input: dana      1.050.483.000     1.109.573.000         808.111.322      76,93         72,83  

12 
Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan 

Makanan         Output: Persentase perkara yang diselesaikan 

hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di 
Bandar Lampung 

50,00 

  
  

63,64 

  
  

127,28 

13 

Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan 

Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang 
Ditangani  

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) 127,28 

Learning and Growth 
Terwujudnya RB BBPOM di Bandar 

Lampung sesuai roadmap RB BPOM 2015 

- 2019 

    Input: dana    17.880.994.000   19.288.740.000    18.941.670.295    105,93         98,20  

14 

Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi 

dan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Tepat 

Waktu       
Output: Nilai AKIP BBPOM di Bandar 
Lampung 

81,00   

  
  

  

73,93   

  
  

  

91,27 15 Layanan Sarana dan Prasarana Internal   

16 Layanan Perkantoran  

17 
Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan 

Makanan di Kabupaten/Kota 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) 91,27 

TOTAL    31.586.653.000   32.925.185.000    31.661.635.667    100,24         96,16  
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Lampiran 4 

CAPAIAN INDIKATOR BALAI TAHUN 2019 
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 

Terwujudnya Obat dan Makanan 

yang aman dan bermutu di Provinsi 

Bandar Lampung 

1 

Indeks Pengawasan Obat dan 

Makanan di wilayah kerja 

BBPOM di Bandar Lampung 

71 68,46 96,42 

2 

Persentase Obat yang 

Memenuhi Syarat di Provinsi 

Lampung 

96 88,87 92,57 

3 

Persentase Obat Tradisional 

yang Memenuhi Syarat di 

Provinsi Lampung 

60 79,59 132,65 

4 

Persentase Suplemen 

Kesehatan yang Memenuhi 

Syaratdi Provinsi Lampung 

87 95,42 109,68 

5 

Persentase Kosmetik yang 

Memenuhi Syaratdi Provinsi 

Lampung 

83 93,25 112,35 

6 

Persentase Makanan yang 

Memenuhi Syaratdi Provinsi 

Lampung 

75 69,3 92,40 

Meningkatnya kepatuhan pelaku 

usaha dan kesadaran masyarakat 

terhadap keamanan, manfaat dan 

mutu Obat dan Makanan di wilayah 

kerja BBPOM di Bandar Lampung 

7 

Indeks kepatuhan (compliance 

index) pelaku usaha di bidang 

Obat dan Makanan di wilayah 

kerja BBPOM di Bandar 

Lampung 

61,00 54,3 89,02 

8 

Indeks kesadaran masyarakat 

(awareness index) terhadap 

Obat dan Makanan aman di 

wilayah kerja BBPOM di 

Bandar Lampung 

66,00 67,6 102,42 

Meningkatnya pengetahuan 

masyarakat terhadap Obat dan 

Makanan aman di wilayah kerja 

BBPOM di Bandar lampung 

9 

Indeks pengetahuan 

masyarakat terhadap Obat dan 

Makanan aman di wilayah 

kerja BBPOM di Bandar 

Lampung 

61,00 76,44 125,31 

Meningkatnya efektivitas 

pengawasan Obat dan Makanan 

berbasis risiko di Provinsi Bandar 

Lampung 

10 

Persentase pemenuhan 

pengujian sesuai standar di 

Provinsi Lampung 

100,00 99,81 99,81 

11 

Persentase sarana produksi 

Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan di 

wilayah kerja BBPOM di 

Bandar Lampung 

54,00 37,5 69,44 

12 

Persentase sarana distribusi 

Obat yang memenuhi 

ketentuan di wilayah kerja 

BBPOM di Bandar Lampung 

56,00 86,31 154,13 

13 

Persentase keputusan penilaian 

sertifikasi yang diselesaikan 

tepat waktu di Provinsi 

Lampung 

83,00 94,16 113,45 

14 

Rasio tindak lanjut hasil 

pengawasan Obat dan 

Makanan yang dilaksanakan di 

wilayah kerja BBPOM di 

Bandar Lampung 

47,00 50,38 107,19 

Meningkatnya efektivitas penyidikan 

tindak pidana Obat dan Makanan di 

wilayah kerja BBPOM di Bandar 

Lampung 

15 

Persentase perkara yang 

diselesaikan hingga tahap II di 

wilayah kerja BBPOM di 

Bandar Lampung 

50,00 63,64 127,28 

Terwujudnya RB BBPOM di Bandar 

Lampung sesuai roadmap RB BPOM 

2015 - 2019 

16 
Nilai AKIP BBPOM di Bandar 

Lampung 
81,00 73,93 91,27 
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Lampiran 5 

PERBANDINGAN CAPAIN ANTAR BALAI SESUAI PETA STRATEGI OTK BARU 

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 
REALISA

SI % 

CAPAIA

N 2019 
KRITERIA 

CAPAI

AN 

2018 % 

TARGET 

NASIONA

L 2019 % 

CAPAIAN 

THD TARGET 

NASIONAL 

2019 % 

BBPOM DI 

PADANG 

BBPOM DI 

MANADO 

BBPOM DI 

DKI 

JAKARTA 

PETA STRATEGI OTK BARU ANGKA %                   

1 
  

  
  

  
  

Terwujudnya Obat dan Makanan 

yang aman dan bermutu di Provinsi 
Bandar Lampung 

  
  

  
  

  

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di 

wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung 
71   68,46 96,42 BAIK 99,57 71 96,42 111,03 101,85 100,7 

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di 
Provinsi Lampung 

  96 88,87 92,57 BAIK 100,68 94 94,54 101,03 91,56 86,79 

Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi 
Syarat di Provinsi Lampung 

  60 79,59 132,65 

TIDAK 

DAPAT 
DISIMPULKA

N 

89,35 60 132,65 112,11 153,97 157,25 

Persentase Suplemen Kesehatan yang 
Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung 

  87 95,42 109,68 
SANGAT 

BAIK 
114,61 87 109,68 106,75 106,73 114,24 

Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di 

Provinsi Lampung 
  83 93,25 112,35 BAIK 104,49 80 116,56 113,55 104,4 107,61 

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di 
Provinsi Lampung 

  75 69,3 92,40 BAIK 69,93 71 97,61 94,99 118,18 112,04 

2 
  

Meningkatnya kepatuhan pelaku 
usaha dan kesadaran masyarakat 

terhadap keamanan, manfaat dan 
mutu Obat dan Makanan di wilayah 

kerja BBPOM di Bandar Lampung 
  

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku 

usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah 
kerja BBPOM di Bandar Lampung 

61   54,3 89,02 CUKUP 84,45 61 89,02 126,79 146,62 134,92 

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) 

terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah 
kerja BBPOM di Bandar Lampung 

66   67,6 102,42 BAIK - 66 102,42 101,79 105,08 109,67 

3 

Meningkatnya pengetahuan 

masyarakat terhadap Obat dan 

Makanan aman di wilayah kerja 

BBPOM di Bandar lampung 

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat 
dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di 

Bandar Lampung 

61   76,44 125,31 

TIDAK 

DAPAT 

DISIMPULKA

N 

110,67 61 125,31 115,54 128,31 124,16 

4 

  
  

  
  

Meningkatnya efektivitas 

pengawasan Obat dan Makanan 
berbasis risiko di Provinsi Bandar 

Lampung 
  

  

  

  

Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar 
di Provinsi Lampung 

  100 99,81 99,81 BAIK 99,25 -   97,8 95,05 97,81 

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan 

yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja 
BBPOM di Bandar Lampung 

  54 37,5 69,44 KURANG 59,62 41,8 89,71 109,65 137,74 99,19 

Persentase sarana distribusi Obat yang 
memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM 

di Bandar Lampung 

  56 86,31 154,13 

TIDAK 

DAPAT 
DISIMPULKA

N 

87,12 49,8 173,31 118,9 110,62 116,12 

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang 
diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung 

  83 94,16 113,45 
SANGAT 

BAIK 
106,24 83 113,45 109,25 98,19 119,95 

Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan 

Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja 
BBPOM di Bandar Lampung 

  47 50,38 107,19 
SANGAT 

BAIK 
110,05 46,95 107,31 92,21 124,45 123,34 

5 

Meningkatnya efektivitas penyidikan 

tindak pidana Obat dan Makanan di 
wilayah kerja BBPOM di Bandar 

Lampung 

Persentase perkara yang diselesaikan hingga 
tahap II di wilayah kerja BBPOM di Bandar 

Lampung 

  50 63,64 127,28 

TIDAK 

DAPAT 
DISIMPULKA

N 

83,33 50 127,28 123,08 105,88 31,58 

6 
Terwujudnya RB BBPOM di Bandar 
Lampung sesuai roadmap RB 

BPOM 2015 - 2019 

Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung 81   73,93 91,27 BAIK 95,21 81 91,27 94,51 92,1 95,2 

RATA-RATA           
101,2

3 
  94,30 66,90 103,93 108,06 
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Lampiran 6 

SEMPEL DIUJI SECARA KESELURUHAN 

 

No. KOMODITI 

HASIL UJI 

KET. 
JUMLAH MS TMS 

BELUM ADA 
HASIL 

1 Obat 629 559 70 0   

2 Obat Tradisional 392 312 80 0   

3 Kosmetik 785 732 53 0   

4 
Suplemen 
Kesehatan 

131 125 6 0   

5 Makanan 772 535 237 0   

Total 2709 2263 446 0   

 

 

Lampiran 7 

SAMPEL DIUJI DENGAN PARAMATER KRITIS 

 

No. KOMODITI 
HASIL UJI PERSENTASE 

% JUMLAH MS TMS 

1 Obat 624 554 70 88,78 

2 Obat Tradisional 392 312 80 79,59 

3 Kosmetik 785 732 53 93,25 

4 Suplemen Kesehatan 131 125 6 95,42 

5 Makanan 772 627 145 81,22 

Total 2704 2350 354   
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